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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 
1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Ba b ب 

 - Ta t ت 

 Śa ṡ s (dengan titik di atas) ث 

 - Jim j ج

 Ha’ ḥ H (dengan titik di bawah) ح

 - Kha’ kh خ

 - Dal d د

 Żal ż Z (dengan titik di atas) ذ

 - Ra r ر

 - Za z ز

 - Sin s س

 - Syin sy ش

 Sad ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain g غ

 - Fa f ف

 - Qaf q ق

 - Kaf k ك

 - Lam l ل

 - Mim m م

 - Nun n ن
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 - Wawu w و

 - H h ه

 Hamzah ' apostrof ء

 - Ya y ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis  Sunnah سنة

 ditulis  ‘Illah علة

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah المائدة

  ditulis  Islāmiyyah إسلامية 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 
 

 ditulis Muqāranah al-Mażāhib مقارنة المذاهب 

 

IV. Vokal pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah  ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

V. Vokal panjang  
1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unṡā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis al-‘Ālwānī العلواني  

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 

 ditulis ‘Ulūm علوم  

 

VI. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati  

 غيرهم 

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
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 ditulis  a’antum أأنتم

 ditulis  u’iddat أعدت

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an القرآن 

  ditulis  al-Qiyas القياس 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis  ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis  an-Nisā النساء 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 

 ditulis Żawī al-Furūḍ ذوي الفروض 
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ABSTRAK 

Kajian hukum ekonomi syariah yang ada selama ini cenderung 
didominasi oleh pendekatan normatif-dogmatis atau historis-deskriptif tanpa 
membangun dialog kritis antara warisan epistemik hukum Islam dengan 
dinamika teori sosial modern. Dalam konteks ini, pembaruan hukum 
ekonomi syariah meniscayakan bentuk dinamisasi fikih selaras dengan 
perkembangan modern, sekaligus menegaskan bahwa ia bukan hukum 
kenormatifan-ideologis yang given dan beku. Satu tokoh central dalam arus 
pembaruan tersebut adalah Ma’ruf Amin yang menilai bahwa produk-produk 
fikih pramodern mengalami problem serius dalam proses implementasinya di 
tengah perubahan industri, perdagangan, jasa, kontrak penjanjian dan 
teknologi. Ia menawarkan pembaruan terhadap struktur fikih pramodern 
agar lebih kontekstual dan aplikatif dalam merespons tantangan 
kontemporer. Dari sini pandangannya menjadi menarik untuk dikaji lebih 
dalam mengingat latar belakang keilmuannya yang berakar dari tradisi 
keagamaan tradisional namun mampu menawarkan pendekatan inovatif 
terhadap fikih dalam ruang ekonomi modern. 

Hal ini menjadi titik tolak untuk melakukan penelitian yang bertujuan 
untuk menganalisis latar belakang pembaruan pemikirannya, gagasan 
tentang modernisasi hukum ekonomi syariah, pendekatan metodologis yang 
digunakannya serta implikasinya terhadap positivisasi hukum ekonomi 
syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis kritis. Kerangka 
analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori sosiologi pengetahuan dan 
epistemologi hukum Islam sebagai pisau bedah utama dalam menelaah 
konstruksi pemikiran. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi 
karya-karya tulis Ma’ruf Amin baik dalam bentuk fisik maupun digital yang 
merefleksikan dinamika dan evolusi pemikirannya. 

Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, dalam kacamata teori 
sosiologi pengetahuan pemikiran Ma’ruf Amin berhubungan erat dengan 
praksis sosialnya baik makro maupun mikro dengan motif meneguhkan 
keilmuan dan kepakarannya melalui kontekstualisasi fikih berkepentingan 
melawanan kapitalisme dan menawarkan alternasi syariah. Demikian juga 
wacana ilmiahnya memosisikan Ma’ruf Amin sebagai aktor kunci dalam 
mendefinisikan ekonomi syariah di Indonesia untuk memainkan peran 
konsolidatif kekuasaannya dalam berbagai lembaga yang ada. Kedua, isu-isu 
modernitas pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin cenderung 
melirik kemajuan Barat modern dan negara Muslim sebagai model yang 
ditiru secara selektif. Ma’ruf Amin mengevaluasi postulat-postulat klasik dan 
rintangan diskursif daftar panjang stipulasi negatif oposisi biner halal-haram. 
Sikap responsif-kritis-inovatif-nya terhadap modernitas tidak jarang 
menimbulkan jejak kontroversi. Pemikirannya tentang bunga uang, 
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keabsahab murābaḥah dalam perbankan, asuransi akad tijāriah (komersil), 
menunjukkan keberanian melepas nalar imitatif (taqlīd) sekaligus melampaui 
dogmatisme tradisional fikih turāṡ dengan menggeser orientasi hukum dari 
praktik ekonomi individual menuju sistem kelembagaan yang lebih luas.  

Ketiga, dalam kacamatan teori epistemologi hukum Islam, ditemukan 
bahwa Ma’ruf Amin menunjukkan upaya signifikan dalam mengembangkan 
pendekatan metodologis integratif namun tetap berakar pada tradisi usul 
fikih. Di sini kompleksitas metodologis pemikiran hukumnya dipetakan 
menjadi dua poros utama: usul fikih sebagai basis normatif dan maqāṣid asy-
Syarīah sebagai kerangka filosofis pendukung. Akan tetapi filsafat hukum di 
sini bekerja sebagai suporter an sich dalam pengukuhan otoritas maksim 
linguistik yang digunakannya. Dominasi usul diformulasikannya kembali 
dengan istilah “ijtihad makhāriji”, hasil ekstraksi warisan mazhab era 
skolastik. Kendati kedua kerangka metodologi yang digunakannya belum 
menunjukkan epistemic expansion (al-basṭ al-ma’rifī) secara utuh sebagaimana 
dimaksud Abdolkarim Soroush. Pemikirannya lebih tepat dikategorikan 
sebagai quasi-expansion, suatu pembaruan terbatas yang tidak menggugat 
fondasi epistemik warisan klasik. Keempat, pemikiran Ma’ruf Amin 
berimplikasi secara teoritis dan praksis pada positivisasi hukum ekonomi 
syariah di Indonesia. Posisi strategisnya sebagai ketua umum PBNU dan 
MUI berperan sebagai gatekeeper epistemic yang tidak hanya mereproduksi 
wacana fikih muamalah dalam kerangka normatif, akan tetapi juga 
mengkonversikannya menjadi perangkat kebijakan negara melalui legislasi, 
sebuah posisi yang memadukan otoritas keagamaan dan kuasa administratif 
melalui peran “siyāsah syariyyah” dengan negosiasi keberlakuan hukum 
ekonomi syariah dalam perundang-undangan di Indonesia.  

Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini menawarkan pembacaan 
baru terhadap ijtihad kontemporer berbasis interdisipliner dan kreatif dengan 
menempatkan Ma’ruf Amin sebagai figur pembaru yang merepresentasikan 
tipologi “reformistik-tradisional” yang menjembatani tradisi dan modernitas 
hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dari sini untuk memperkaya 
epistemologi hukum Islam penulis menawarkan model konseptual dalam 
memahami arah pembaruan hukum Islam di Indonesia yakni paradigma 
ultra-doctrinal-method sebagai pendekatan alternatif dalam memahami dan 
mengembangkan hukum Islam di tengah dinamika modernitas. 

 
Kata Kunci: Ma’ruf Amin, Pembaruan, Hukum Ekonomi Syariah, Indonesia 
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ABSTRACT 
Existing studies of Islamic economic law have tended to be dominated 

by normative-dogmatic or historical-descriptive approaches, without establishing 
a critical dialogue between the epistemic heritage of Islamic law and the 
dynamics of modern social theory. In this context, the renewal of Islamic 
economic law necessitates a dynamic form of fiqh in line with modern 
developments, while simultaneously emphasizing that it is not a given and frozen 
normative-ideological law. One central figure in this renewal movement is Ma’ruf 
Amin, who believes that pre-modern fiqh products face serious problems in their 
implementation amidst changes in industry, trade, services, contracts, and 
technology. He proposes an update to the structure of pre-modern fiqh to make 
it more contextual and applicable in responding to contemporary challenges. 
This perspective is interesting to examine further, given his scholarly 
background, rooted in traditional religious traditions, yet able to offer an 
innovative approach to fiqh in the modern economic sphere. 

This serves as the starting point for this research, which aims to analyze 
the background of his reformed thinking, his ideas on the modernization of 
Islamic economic law, his methodological approach, and its implications for the 
positivization of Islamic economic law in Indonesia. This research employs a 
qualitative approach, employing library research and critical analysis. The 
analytical framework draws on the sociology of knowledge and Islamic legal 
epistemology as the primary tools for examining the construction of his thought. 
The primary data sources for this research include Ma’ruf Amin’s written works, 
both physical and digital, that reflect the dynamics and evolution of his thought. 

This study found that: first, in the perspective of sociological theory of 
knowledge, Ma'ruf Amin's thinking is closely related to his social praxis both 
macro and micro with the motive of strengthening his knowledge and expertise 
through the contextualization of fiqh which is interested in opposing capitalism 
and offering sharia alternatives. Likewise, his scientific discourse positions Ma’ruf 
Amin as a key actor in defining sharia economics in Indonesia to play a 
consolidative role in his power in various existing institutions. Second, issues of 
modernity in Ma’ruf Amin’s sharia economic legal thought tend to look at the 
progress of the modern West and Muslim countries as models to be imitated 
selectively. Ma’ruf Amin evaluates classical postulates and discursive obstacles 
of a long list of negative stipulations of the halal-haram binary opposition. His 
responsive-critical-innovative attitude towards modernity often gives rise to 
traces of controversy. His thoughts on interest on money, the validity of 
murābaḥah in banking, insurance of tijāriah (commercial) contracts, show the 
courage to let go of imitative reasoning (taqlīd) and at the same time go beyond 
the traditional dogmatism of turāṡ fiqh by shifting the legal orientation from 
individual economic practices to a broader modern institutional system. 

Third, from the perspective of Islamic legal epistemology theory, it is 
found that Ma’ruf Amin demonstrated significant efforts in developing an 
integrative methodological approach while remaining rooted in the tradition of 
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usul fiqh. Here, the methodological complexity of his legal thought is mapped 
into two main axes: usul fiqh as the normative basis and maqāṣid ash-Syarīah as 
the supporting philosophical framework. However, legal philosophy here works 
as a supporter in itself in strengthening the authority of the linguistic maxims he 
uses. The dominance of usul is reformulated with the term “ijtihād makhāriji” the 
result of extracting the legacy of scholastic era schools. Although the two 
methodological frameworks he uses do not yet demonstrate a complete epistemic 
expansion ( al-basṭ al-ma’rifī ) as intended by Abdolkarim Soroush. His thinking is 
more appropriately categorized as quasi-expansion, a limited renewal that does 
not challenge the epistemic foundations of the classical heritage. Fourth, Ma’ruf 
Amin’s thinking has theoretical and practical implications for the positivization of 
Islamic economic law in Indonesia. His strategic position as chairman of the 
Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) and the Indonesian Ulema Council 
(MUI) serves as an epistemic gatekeeper , not only reproducing the discourse of 
Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) within a normative framework but also 
transforming it into a state policy instrument through legislation. This position 
combines religious authority and administrative power through the role of 
“siyāsah syariyyah” (Islamic governance) and negotiating the applicability of 
Islamic economic law in Indonesian legislation. 

Based on these findings, this study offers a new reading of contemporary 
ijtihad based on interdisciplinary and creative thinking by positioning Ma’ruf 
Amin as a reformer who represents a “reformist-traditional” typology that bridges 
the tradition and modernity of Islamic economic law in Indonesia. From here, to 
enrich the epistemology of Islamic law, the author offers a conceptual model in 
understanding the direction of Islamic legal reform in Indonesia, namely the 
ultra-doctrinal-method paradigm as an alternative approach in understanding and 
developing Islamic law amidst the dynamics of modernity. 

 
Keywords: Ma’ruf Amin, Reform, Sharia Economic Law, Indonesia 
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 ملخص
المعياري النهج  على  الاعتماد  إلى  تميل  الآن  أجريت حتى  التي  الإسلامي  الاقتصاد  مجال  في  القانونية  -الدراسات 

التاريخي أو  النظرية  -الدوغماتي  وديناميات  الإسلامي  للقانون  المعرفي  الإرث  بين  نقدي  حوار  إقامة  دون  الوصفي 
الاجتماعية الحديثة. في هذا السياق، يتطلب تحديث القانون الاقتصادي الإسلامي إضفاء ديناميكية على الفقه بما 

أيديولوجياا جامداا ومسبقاا. أحد الشخصيات -يتوافق مع التطورات الحديثة، مع التأكيد على أنه ليس قانونًا معياريا 
خطيرة في المركزية في تيار التجديد هذا هو معروف أمين الذي يرى أن منتجات الفقه ما قبل الحداثة تواجه مشكلة  

عملية تنفيذها في ظل التغيرات في الصناعة والتجارة والخدمات والعقود والتكنولوجيا. وهو يقترح تجديد هيكل الفقه  
المثير  من  أصبح  هنا،  من  المعاصرة.  للتحديت  الاستجابة  في  للتطبيق  وقابلية  سياقية  أكثر  ليكون  الحداثة  قبل  ما 
التقليدية، ولكنه قادر  الدينية  التقاليد  المتجذرة في  العلمية  للاهتمام دراسة وجهة نظره بشكل أعمق، نظراا لخلفيته 

. على تقديم نهج مبتكر للفقه في مجال الاقتصاد الحديث  
قانون  تحديث  حول  وأفكاره  أفكاره،  تجديد  خلفية  تحليل  إلى  يهدف  بحث  لإجراء  انطلاق  نقطة  يشكل  وهذا 
الاقتصاد الإسلامي، والنهج المنهجي الذي يستخدمه، وتأثيره على إيجابية قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا.  
التحليل في  النقدي. إطار  المكتبي( والتحليل  المكتبي )البحث  البحث  نوعياا مع طريقة  ا  البحث نهجا يستخدم هذا 
بناء   القانون الإسلامي كأداة رئيسية في دراسة  المعرفة في  المعرفي وعلم  البحث يستند إلى نظرية علم الاجتماع  هذا 
الفكر. مصادر البيانًت الرئيسية في هذا البحث تشمل مؤلفات معروف أمين سواء في شكل مادي أو رقمي والتي  

. ناميكية وتطور فكرهتعكس دي  
وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاا، من منظور نظرية علم الاجتماع المعرفي، يرتبط فكر معروف أمين ارتباطاا 
الفقه في   من خلال وضع  علمه وخبرته  ترسيخ  والجزئي، بهدف  الكلي  المستويين  على  الاجتماعية  بممارساته  وثيقاا 
الفاعل  موقع  في  أمين  معروف  يضع  العلمي  خطابه  أن  شرعي. كما  بديل  وتقديم  الرأسمالية  لمواجهة  معين  سياق 
القائمة. ثانياا،   المؤسسات  للعب دور توطيد سلطته في مختلف  إندونيسيا  الشرعي في  تعريف الاقتصاد  الرئيسي في 
تميل قضاي حداثة فكر الاقتصاد الشرعي لدى معروف أمين إلى النظر إلى تقدم الغرب الحديث والدول الإسلامية  

وذج يتم تقليده بشكل انتقائي. يقيّم ماروف أمين الفرضيات الكلاسيكية والعقبات الخطابية في قائمة طويلة من  كنم
الحلال للثنائية  السلبية  الاستجابي-الشروط  موقفه  إن  إثارة  -النقدي-الحرام.  من  يخلو  لا  الحداثة  تجاه  الابتكاري 

في البنوك، والتأمين التجاري، يظهر جرأة في   الجدل في كثير من الأحيان. تفكيره حول الفائدة المالية، وصحة المرابحة
التخلي عن التفكير التقليدي )التقليد( وتجاوز الدوغماتية التقليدية للفقه التراثي، من خلال تحويل التوجه القانوني 

.من الممارسات الاقتصادية الفردية إلى نظام مؤسسي حديث أوسع نطاقاا    
نهج   تطوير  في  جهوداا كبيرة  يبذل  أمين  معروف  أن  نجد  الإسلامي،  القانون  إبستمولوجيا  نظرية  منظور  من  ثالثاا، 
منهجي تكاملي، لكنه يظل متجذراا في تقاليد أصول الفقه. هنا، تم تحديد تعقيد منهجية فكره القانوني في محورين 
رئيسيين: أصول الفقه كأساس معياري ومقاصد الشريعة كإطار فلسفي داعم. لكن فلسفة القانون هنا تعمل كداعم  
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أعيدت صياغتها بمصطلح ”اجتهاد مخارجي“،   يستخدمها. هيمنة الأصول  التي  اللغة  ترسيخ سلطة  بحد ذاتها في 
وهو نتيجة استخلاص تراث المذاهب في عصر المدرسة. على الرغم من أن الإطارين المنهجيّين اللذين يستخدمهما لم 

بسط المعرفي بشكل كامل كما يقصد عبد الكريم سروش. فإن فكره يمكن تصنيفه بشكل أكثر دقة على أنه يظهرا ال
له   الكلاسيكي. رابعاا، إن فكر معروف أمين  للتراث  المعرفية  توسع شبهي، أي تجديد محدود لا يطعن في الأسس 
آثار نظرية وعملية على إيجابية قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. موقعه الاستراتيجي كرئيس عام لجمعية نهضة  
يلعب دور حارس المعرفة الذي لا يقتصر على إعادة   (MUI) ومجلس العلماء الإندونيسي (PBNU) العلماء
إنتاج خطاب الفقه التجاري في الإطار المعياري، بل يحوله إلى أدوات سياسة الدولة من خلال التشريع، وهو موقع 
تطبيق  على  التفاوض  من خلال  الشرعية“  ”السياسة  دور  من خلال  الإدارية  والسلطة  الدينية  السلطة  بين  يجمع 

.قانون الاقتصاد الإسلامي في التشريعات في إندونيسيا   
المتعددة  التخصصات  على  القائم  المعاصر  للاجتهاد  جديدة  قراءة  الدراسة  هذه  تقدم  النتائج،  هذه  على  بناءا 
والإبداع، من خلال وضع معروف أمين كشخصية مجددة تمثل نمط ”الإصلاحية التقليدية“ التي تربط بين التقاليد  

من هنا، لإثراء علم المعرفة القانونية الإسلامية، يقدم الباحث  .  والحداثة في قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا
كنهج     نموذجاا مفاهيمياا لفهم اتجاه تجديد القانون الإسلامي في إندونيسيا، وهو نموذج ”المنهج الفائق الدوكتريني“
.بديل لفهم وتطوير القانون الإسلامي في خضم ديناميات الحداثة  (ultra-doctrinal-methode) 

 
 الكلمات المفتاحية: معروف أمين، التجديد، قانون الاقتصاد الإسلامي، إندونيسيا 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Gagasan ekonomi Indonesia dengan tawaran konsep ekonomi 

syariah, lebih banyak berorientasi pragmatisme per se ketimbang pendalaman 
aspek hukum dan epistemologi fikihnya (ijtihād). H.O.S. Tjokro Aminoto 
menulis buku “sosialisme Islam”, Bung Hatta menyebutkan pada zaman 
pergerakan kemerdekaan pernah dibentuk Bank Islam yang mengganti 
bunga dengan biaya administrasi.1 Kaharuddin Junus pada zaman 
kemerdekaan menulis disertasi sistem ekonomi “Bersamaisme”, sebuah 
konsep koperasi seperti yang kita kenal sekarang.2 M. Syafi’i Antonio, M. 
Adiwarman Azwar Karim, Dawam Rahardjo, fokus pada pengembangan 
ekonomi syariah di berbagai produk dan layanan keuangan syariah.3 Kendati 
demikian, pembangunan ekonomi syariah tidak cukup hanya pada tataran 
praktis. Ia memerlukan fondasi keilmuan yang kuat, baik secara filosofis 
maupun metodologis, agar tidak terjebak dalam kesan pragmatisme an sich. 
Pendekatan yang berbasis pada metodologis dan filosofis serta prinsip-
prinsip dasar hukum Islam akan menjamin validitas dan relevansi ekonomi 
syariah dalam jangka panjang. 

Dalam konteks ini, peneliti mengidentifikasi salah satu tokoh penting 
yang tidak hanya terlibat aktif dalam pemikiran dan pengembangan hukum 
ekonomi syariah, tetapi juga membangun kontribusi yang signifikan melalui 
kerangka metodologis yang mendalam dan terstruktur. Tokoh tersebut ialah 
Ma’ruf Amin atau yang disebut juga sebagai “bapak ekonomi syariah” di 
Indonesia.4 Kendati seorang kiai tradisional—yang tidak banyak mengenyam 
pendidikan formal—tampilnya Ma’ruf Amin di mimbar intelektual Indonesia 
melampaui wilayah tradisionalnya dalam menggaungkan gagasan 

 

1 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqasid Syariah 
(Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2010). 

2 M. Dawan Rahardjo, “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer,” in Islam dan Tantangan 
Ekonomi, Umar Chapra (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). vii. 

3Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011).; M. Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 3rd ed. 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).; M. Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-
Ekonomi (Jakarta: eLSAF, 1999). 

4 Saifuddin A. Rasyid, Rahman Syah Putra, and Arkin, K.H. Ma’ruf Amin Bapak 
EKonomi Syari’ah Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2023). 
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pembaruan hukum ekonomi syariah yang lazimnya ide pembaruan 
didengungkan oleh kaum akademisi. 

Masifnya gerakan pembaruan yang mampu mempengaruhi wajah 
paradigma hukum Islam di Indonesia, mengilhami Mahsun Fuad melakukan 
penelitian yang menghasilkan empat taksonomi: pertama, kontekstualisasi 
mazhabi responsi-simpatis partisipatoris sebagaimana tema pemikiran “Fikih 
Indonesia”; kedua, rekonstruksi-interpretatif responsi-simpatis partisipatoris 
sebagaimana tema “Fikih Mazhab Nasional” dan “Reaktualisasi Ajaran 
Islam”; ketiga, rekonstruksi-interpretatif responsi-kritis emansipatoris 
sebagaimana tema “Agama Keadilan”; dan keempat, kontekstualisasi mazhabi 
responsi-kritis emansipatoris sebagaimana tema pemikiran “Fikih Sosial”.5 
Keempat taksonomi tersebut pada tataran aplikatif dengan objek materia—
sebagaimana negara-negara di Dunia Muslim6—umumnya didominasi 

pembaruan dalam bidang hukum keluarga,7 belum banyak menyentuh tokoh 
yang concern pada isu-isu pembaruan hukum ekonomi syariah.8  

 

5 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris 
(Yogyakarta: LKiS., 2005). 

6 Turki disebut-sebut sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum Keluarga 
dengan lahirnya: “Ottoman Law of Family Rights (Qanūn al-ḥuqūq al-‘Ailab al-Utsmaniyah)” (1917), 
diikuti Lebanon mengadopsi UU Turki; Mesir dengan “Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20” 
(1929); Iran “Iranian Civil Code” (1930). Yaman Selatan mengkodifikasi Hukum Keluarga atas 
dekrit Raja (1942); Yaman Utara “Family Law” No. 3 Tahun 1978, keduanya di satukan menjadi 
“Republic Decree Law” No. 20 1992. Yordania mengadaptasi “The Law of Family Rights” Turki. 
Syria memberlakukan “The Law of Family Rights” (1917-1953)”. Tunisia dengan “Code Personal 
Status” No. 66 1956; Maroko dengan “Mudawwanah Aḥwāl Syaksīyah” (1957). Irak dengan 
“Qanūn Aḥwāl Syaksīyah al-Iraqiyah” yang diperbarui hinga 13 kali. Salah satu bentuk 
pembaruannya adalah “boleh menikahi janda tanpa harus meminta izin peradilan”. Di Asia 
Tenggara, Malaysia disebut sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum Keluarga 
“Moohammad Marriege Ordinance” No. V Tahun 1880. Lihat: Abdul Halim Barakatullah dan 
Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkambang 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 120-131; Mahmood Tahir, Family Reform in the Muslim 
World (New Delhi: t.tp, 1972).; Herbert J. Liebesny and N. J. Coulson, “Succession in the 
Muslim Family,” The American Journal of Comparative Law 20, no. 3 (1972): 563, 
https://doi.org/10.2307/839329. ; Gloria Esteban de la Rosa, “Cultural Diversity, European 
Public Policy Exception and Family Law of Muslim Countries,” Beijing Law Review 06, no. 02 
(2015): 147–58, https://doi.org/10.4236/blr.2015.62015. 

7Beberapa artikel menguatkan tesis pembaharuan bidang hukum keluarga antara lain: 
Suci Ramadhan, “Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in 
Political Legislation of Indonesia,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (July 21, 2020): 
63–76, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35.; Mark Cammack, “Islamic Inheritance Law in 
Indonesia: The Influence of Hazairin’s Theory of Bilateral Inheritance,” Studia Islamika 10, no. 1 
(March 30, 2014), https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.639.; Dr. H. Umar, “Actualization of 
Islamic Law in Modern Legislation,” International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 7, no. 
6 (June 30, 2019): 213–22, https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i6.2019.798.  

8 Dewi Nurul Musjtari, “Pembaruan Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah,” 
Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 2 (2017): 327–44, 
https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7072. 
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Dalam hal ini Sutrisno Bachir mengatakan pada tahun 1990an Ma’ruf 
Amin getol memperjuangkan gagasan dan implementasi sistem hukum 
ekonomi syariah di Indonesia.9 Kepeduliannya terhadap ekonomi Indonesia 
menantang Ma’ruf Amin mengkaji implikasi etika Protestan yang diusung 
Max Weber10 sebagai cikal bakal kapitalisme global yang sudah menindas 
dan ekonomi syariah dengan mengangkat dan mengapresiasi kembali 
khasanah fikih mu’amalah klasik berwawasan eco-sosial—yakni aktivitas 
ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial secara keberlanjutan—
merupakan conditio sine qua non untuk membendung laju, memfilter budaya 
kapitalisme serta mekanisme pasar yang tidak lagi terkontrol.11 Atas 
pembacaannya terhadap realitas, ia menawarkan konsep baru yang 
disebutnya dengan “arus baru ekonomi Indonesia”, yakni suatu konsep yang 
menekankan pada pengelolaan ekonomi secara syariah (fikih muamalah), 
dengan bangunan ekonomi nir-riba, berkeadilan, kemasyarakatan, dan 
kedaulatan.12  

Adaptasi ekonomi dengan modernitas teknologi dan trend ekonomi 
global menjadi penting dilakukan untuk membuka akses yang lebih besar 
bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan inklusi keuangan dalam 
pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai implementasi (taṭbīq) 
garakan ekonomi syariah Ma’ruf Amin, meliputi sektor perbankan syariah, 
asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan pasar modal 
syariah.13 Apa yang dilakukan Ma’ruf Amin meminjam kacamata Volker 

Nienhaus, merupakan langkah reaktif-resitatif14 melalui pembacaan teks fikih 
mu’amalah sebagai pendekatan yang digunakan dalam perilaku ekonomi 
masa kini.15 Semua itu disajikannya dengan alur dan kerangka pemikiran 
yang solid, sistematis, terstruktur dan masif tentang pembaruan hukum 

 

9 Soetrisno Bachir, Arus Baru Ekonomi Indonesia (Jakarta: Flashmedia, 2018). 13. 
10 Max Weber, The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism, (London: Univin, Hyman, 

1990). 
11 Ma’ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam, 3rd ed. 

(Jakarta: eLSAS, 2017). 
12 Ma’ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru 

Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan 
RI, Makalah Pengukuhan Guru Besar (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, 2017). 74-80. 

13 Amin, Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam. 215-241. 
14 Reaktif berarti merespons perubahan eksternal dalam bidang hukum ekonomi yang 

beradaptasi terhadap kondisi modern. Sedangkan “resitatif” merupakan upaya metodologis 
untuk menjembatani antara satu fenomen dengan fenomena lain. 

15 Volker Nienhaus, Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia, 
(Tubingen: Institute of Economic Cooperation, 1982). 
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ekonomi syariah sebagai upaya solutif dari cengkraman kapitalisme, tetapi 

yang ia bidik lebih banyak pada aspek epistemologis.16  
Posisi Ma’ruf Amin sebagai pimpinan beberapa Ormas17 besar di 

Indonesia memainkan peranan penting dalam menghubungkan teks 

(pemikirannya) dengan masyarakat,18 melalui pembaruan hukum ekonomi 
syariah di tengah mulai memudarnya relevansi hasil ijtihād fikih ekonomi—
rintisan para mazhab—dengan pandangan-pandangannya yang segar dan 
tidak rigid.19 Ma’ruf Amin menggugat pandangan umat Islam yang pesimis 
dan apatis terhadap pembaruan dengan narasi kembali pada naṣṣ, karena 
menganggap di sana semua aturan hukum sudah tercover.20 Menurutnya, 
anggapan demikian menempatkan hukum sekadar replika masa lalu, bahkan 
merupakan suatu tindakan gegabah (tafrīṭī) sehingga menurut Soroush akan 
terjadi penyempitan (al-qabḍ) dalam agama karena banyak anomali serta 
problem aktual tidak bisa dijawab21 disinyalir kandungan al-Qur’an masih 
sekadar hukum setengah jadi (quasi laws). Sebaliknya menetapkan hukum 
hanya berdasarkan kebutuhan, kemaslamatan dan tujuan tertinggi syariah 
(maqāṣid asy-Syarī’ah) tanpa memegangi naṣṣ, maka termasuk kebablasan 
(ifrāṭī).22    

Kritiknya atas ortodoksi tekstualis dan liberalis terlihat ambivalen dan 
ambiguitas sikapnya terhadap metodologis karena tidak memosisikan dirinya 
dalam diskursus metodologi yang ia pegangi. Alih-alih menggunakan 
proposisi al-nuṣūṣ asy-Syarī’ah, Ma’ruf justru tampak mengkaji ulang wacana 
fikih turāṡ yang telah usang dan kurang populer untuk memastikan apakah 

 

16Telusuri lebih lanjut: Ma’ruf Amin, Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam 
Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu’amalat dalam 
Pengembangan Ekonomi Syari’ah, 3rd ed. (Serang: STIF SYENTRA, 2018).; Amin, Solusi Hukum 
Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi 
Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI.; Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem 
Hukum Islam, 5th ed. (Depok: Elsas, 2017). 

17 Sebagai kontinuitas dari pemikiran metodologis Ibrahim Hosen, fikih sosial 
kemasyarakatan Sahal Mahfudz, dan fikih lingkungan Ali Yafie baik di PBNU maupun MUI, 
Ma’ruf Amin tidak saja mewarisi estafet kepemimpinan, namun juga pemikiran progresif meski 
dengan fokus yang berbeda yakni hukum ekonomi syari’ah. Ini yang tidak banyak dilakukan 
para pemikir keislaman Indonesia sebelumnya. Dengan posisi dan kompetensinya tersebut 
Ma’ruf Amin tidak jarang diundang berbicara di berbagai forum ilmiah, bahkan dipercaya 
memberi rekomendasi produk ekonomi syari’ah oleh Bank Indonesia (BI). 

18 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). 
19Paradigma moderatnya, khusunya dalam bidang metodologis dalam ditelusuri salah 

satunya pada: Ma’ruf Amin, Sambutan Dalam Buku “Membangun Nalar Moderat (Kajian 
Metodologis),” 2nd ed. (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2017). 

20 Lihat: Ma’ruf Amin, “Sambutan,” in Dārul Misāq: Indonesia Negara Kesepakatan 
Pandangan K.H. Ma’ruf Amin, Rahmat Edi Irawan dkk, (Jakarta: UNJ Press, 2021). 

21 Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. 283-284.  
22 Amin. 246. 
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pemikiran mereka valid dengan konteks modern. Model pembacaan seperti 

inilah yang disebut Ma’ruf Amin dengan metode i’ādatu al-naẓar.23 Dalam 
teori interpretasi epistemologi al-qabḍ wa al-basṭ yang dikembangkan 
Soroush, pemikiran fikih Ma’ruf Amin dapat berevolusi, mengalami 
pergeseran dan perubahan bersama keilmuan lainnya, karena secara 
fundamental manusia tidak akan pernah utuh dalam menangkap realita (al-
wāqi’).24 Berpijak dari sini adanya perkembangan modernitas, dan perubahan 
keilmuan merupakan realita yang meniscayakan pembaruan hukum. 

 
“…bahwa naṣṣ itu terbatas, sementara persoalan-persoalan yang 
timbul tidaklah terbatas, atau karena sesungguhnya naṣṣ itu 
telah terhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul 
dan tidak akan pernah terhenti....25 di era perubahan yang sangat 
cepat akibat dari kemajuan dibidang industri perdagangan, jasa 
kontrak, perjanjian, teknologi, komunikasi dan lain sebagainya, 
maka “memahami hukum Islam sebatas pada kumpulan hukum 
Islam yang sudah ada tidak cukup, oleh karena itu pembaruan 
hukum (ekonomi) Islam merupakan suatu keniscayaan”.26 
  
Proposisi di atas menunjuk arti penting bukan saja teks per se namun 

juga konteks modernitas yang menjadi pijakan pembaruan hukum Islamnya 
bersifat sui generis-cum-empiris. Ini berarti ada dinamisasi dalam pemikiran 
Ma’ruf Amin, sebagaimana tercermin dalam usulannya pada muktamar 
Nasional PBNU tahun 1992 di Bandar Lampung, tentang bermazhab secara 
“manhājī” yang sebelumnya masih sangat kental dengan tradisi bermazhab 
qaulī dan ilḥāqī pada Baḥtsul Masāil. Ma’ruf Amin menganggap dua metode 
itu saja belum cukup, masih perlu metode lain yang tidak kaku, lebih 
aplicable dan kontekstual dalam pemahaman teks. Menurutnya di antara 
metode manhājī tersebut adalah semua metodologi yang digunakan oleh 
empat mazhab fikih.27  

Pada sisi paling baik, pembaruan teori hukum yang ditawarkan Ma’ruf 
Amin sebagaimana tertuang dalam wacana intelektualnya (intelectual 
discouse) tersebut tetaplah umum dan tidak jelas (ambigous), meski menunjuk 
arti penting pergeseran paradigma yang tidak lagi terjebak pada pergumulan 

 

23 Amin, Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam. 60. 
24 Abdul Karim Soroush, Al-Qabḍ Wa al-Basṭ Fīal-Syarī’ah, 2nd ed. (Beirut: al-Jadid, 

2010). 
25 Amin, Sambutan dalam Buku “Membangun Nalar Moderat (Kajian Metodologis).” x.  
26 Amin, Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan 

Kontemporer: Transformasi Fikih Mu’amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah. 14.  
27 Cholil Nafis, “Pemikiran Hukum K.H. Ma’ruf Amin Di Lingkungan Organisasi 

Nahdlatul Ulama,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 216-222. 
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mata rantai teosentrik-ideologis, tetapi masuk dalam dimensi filosofis-

sosiologis.28 Atas ini meskipun tidak lebih hanya menjelaskan konsep 
kepentingan umum an sich, belakangan teori hukum Ma’ruf Amin 
memberikan porsi pada teori kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi syariah 
(maqāṣid asy-Syarī’ah) yang menurutnya akan efektif29 untuk pembaruan 

hukum ekonomi syariah di Indonesia30 sebagai alternatif lain dari pendekatan 
mazhab manhaji khususnya yang diajukan oleh al-Shāfi’ī (w. 204 H) yang 
cenderung logosentrisme teks.  

Kompleksitas teori pembaruan Ma’ruf Amin di atas, tampaknya tetap 
saja belum bisa beranjak dari dan masih di bawah bayangan mazhab fikih 
pramodern, dan belum merupakan ijtihad yang benar-benar diformulasi 
untuk menyesuaikan zaman modern. Dengan demikian tampaknya 
pemikiran Ma’ruf Amin dapat dikatakan sebagai kontekstualisasi mazhab 
eklektis. Namun, upayanya dalam menggabungkan model bangunan 
epistemologi inferensi tekstual dan kontekstual, cukup membuat produk 
hukum yang dihasilkan tidak saja memiliki koherensi dalam penalarannya 
yang argumentatif, sistematis, tetapi juga memiliki korespondensi dengan 
realitas empiris. Proses penalaran kombinatif, inferensi tekstual (deduksi) 
dengan inferensi kontekstual (induksi) secara epistemologis menggambarkan 
adanya dialektika hermeneutis antara teks dan realitas.  

Di sini Atho’ Mudzhar menilai metode Ma’ruf Amin meskipun tidak 
benar-benar baru, namun mempunyai kontribusi signifikan dalam pembaruan 
hukum ekonomi syariah di Indonesia.31 Untuk membuktikan tesis Mudzhar 
tersebut, maka pemikiran Ma’ruf Amin perlu diuji secara substantif dan 
metodologis karena tampaknya terdapat dua persoalan epistemologis serius 
dalam cara bernalarnya: hilangnya objektifitas dan absennya kesejarahan 
yang berarti nalar tidak akan mengalami pembaruan jika masih 
mempertahankan sisa-sisa konstruksi masa lalu, dan belum melakukan kritik 
total yang menyeluruh. Mahmud el-Wereny juga mempersoalkan bagaimana 
format pembaruan hukum yang responsif terhadap problem modern dan 
dapat diterapkan sesuai masa dan konteksnya.32 

 

28 Amin, Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan 
Kontemporer: Transformasi Fikih Mu’amalat Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah. 

29 Efektif yang dimaksud di sini merupakan tujuan dibuat hukum, atau implementasi 
hukum di masyarakat. Hukum menjadi efektif ketika dapat menjalankan kerja : preventive, 
currative, dan facilitative. Lihat: Antony Allott, “The Effectiveness of Law,” Valparaiso University. 
UL Rev. 15, no. 2 (1981): 233-235., https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/. 

30 Amin, Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam. 14-31. 
31 M. Atho Mudzhar, K.H. Ma’ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang dalam Ilmu 

Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syari’ah Indonesia (Jakarta: Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012). 

32 Dr. Mahmud El- Wereny, “Tajdīd Ad-Dīn: Islam and the Question of Renewal in the 
Thought of Yūsuf al-Qaraḍāwī,” International Journal of Philosophy and Theology  (IJPT) 5, no. 2 
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Berdasarkan uraian di atas, pemikiran Ma’ruf Amin yang dilatari oleh 
kondisi sosial, politik dan relasi kuasanya di Indonesia menarik untuk diteliti. 
Mengikuti skema Coulson33 disertasi ini memilih riset pembaruan pemikiran 
dan mengapa Ma’ruf Amin yang dipilih. Pertama, konsistensi keilmuan dan 
perjuangan yang menjadikan Ma’ruf Amin qualified di bidang hukum 
ekonomi syariah sehingga menarik dijadikan objek penelitian. Kedua, 
apresiasi penghargaan yang diberikan kepadanya baik akademik maupun 
non-akademik34 menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin mempunyai kontribusi 

dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia35 baik secara 
teoritis maupun praksis. 

Ketiga, Ma’ruf Amin getol memperjuangkan pembaruan hukum 
ekonomi syariah di Indonesia36 baik melalui pemikiran, kodifikasi maupun 
positivisasi yang dinilai masih sangat “lesu” meskipun mayoritas 
penduduknya Muslim.  Keempat, pemikiran Ma’ruf Amin dalam beberapa hal 
melepaskan diri dari bayang-bayang mazhab hukum tunggal (bermazhab 
secara qaulī). 

“…Pada saat ini penentuan pendapat yang lebih kuat (rajiḥ) 
tidak hanya didasarkan pada argument tekstual dengan 
pendekatan deduktif, atau sekadar pendekatan mazhab fikih an 
sich, tetapi juga relevansinya dengan masyarakat37...khusunya 
bidang mu’amalah sebaiknya mengambil pendapat yang lebih 
membawa kemaslahatan dan terpenuhinya hajat manusia…”. 
 

 

(2017), https://doi.org/10.15640/ijpt.v5n2a3. lihat: Umar Al-Haddad, “Ijtihad Dan Beberapa 
Ide Pembaruan Dalam Fikih Islam.,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (January 28, 2016), 
https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2896. 

33 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburg: Edinburg University Press, 
1964). 185 

34 Secara akademik pada 5 Mei 2012, beliau memperoleh gelar Doktor Kehormatan 
(HC) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan pada 2017 beliau dianugerahi gelar tertinggi 
akademik, Professor (Prof.) oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keduanya dalam bidang 
hukum ekonomi syari’ah. Sementara bidang non-akademik sebagai “Kiai”, “Muftī” penggerak 
ekonomi syari’ah, sang pembaharu hukum ekonomi syari’ah. Asrori S. Karni, K.H. Ma’ruf Amin: 
Muftī, Ahli Siyasah dan Penggerak Ekonomi Syari’ah (Serang: STIF SYENTRA, 2018).; Bapak 
ekonomi syari’ah Indonesia, Kholil Ridwan, “Muassis Proses Syari’ah Indonesia,” in K.H. Ma’ruf 
Amin: Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal 
LPPOM MUI, 2017). 226. 

35 Muhammad Amin Suma, “Jasa Beliau Luar Biasa,” in K.H. Ma’ruf Amin: Motor 
Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 
2017). 212. 

36 Amin, Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam. 152-169.        
37 Amin, Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan 

Kontemporer: Transformasi Fikih Mu’amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah. 15. 
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Di sini tampaknya terjadi pergeseran dalam pemikiran Ma’ruf Amin 
dari doktrin hukum tunggal menuju ijtihad komparatif selektif. Ini berarti 
bahwa ada proses pengkajian (inquiry) pendapat-pendapat fikih yang ada 
sebagai langkah penyaringan yang menunjukkan proses eliminasi dan 
seleksi, pendapat mana yang memungkinkan sesuai dengan kondisi 
masyarakat dan kemajuan zaman. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berpijak uraian di atas, disertasi ini menemukan signifikansinya dalam 
kerangka menelusuri lebih dalam tentang empat pertanyaan yang menjadi 
permasalahan pokok: 
1. Mengapa Ma’ruf Amin mempunyai pemikiran tentang pembaruan hukum 

ekonomi syariah, apa motif dan kepentingan yang memengaruhi 
produksi serta interpretasi yang mendasari pemikirannya tersebut?  

2. Bagaimana pemikiran Ma’ruf Amin atas isu-isu modernitas hukum 
ekonomi syariah di tengah dinamika perkembangan ekonomi global di 
Indonesia? 

3. Bagaimana kompleksitas metodologis Ma’ruf Amin dalam membangun 
kerangka pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia?  

4. Apa implikasi pemikiran Ma’ruf Amin terhadap positivisasi hukum 
ekonomi syariah di Indonesia? 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan pertama, mengeksplorasi motif dan 

kepentingan yang memengaruhi produksi dan interpretasi pemikiran Ma’ruf 
Amin tentang pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sehingga 
menemukan motif dan kepentingan di balik pemikirannya. Kedua, 
mengeksplorasi pemikiran Ma’ruf Amin atas isu-isu modernitas hukum 
ekonomi syariah Ma’ruf Amin di tengah dinamika perkembangan ekonomi 
global di Indonesia. ketiga, mengeksplorasi kompleksitas metodologis Ma’ruf 
Amin dalam membangun kerangka pemikiran hukum ekonomi syariah di 
Indonesia, sehingga memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang 
formulasi gagasan pembaruan hukum ekonomi syariah. Keempat, 
mengeksplorasi implikasi pemikiran Ma’ruf Amin terhadap positivisasi di 
Indonesia. 

Dari sini kemudian Disertasi ini didesain memperoleh pemahaman 
holistik pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin, konstruksi 
metodologi dan implikasi bagi pengembangannya di Indonesia. Secara 
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti 
dalam pengembangan khazanah pemikiran hukum ekonomi syariah di 
Indonesia yang secara teistik tetap valid, tetapi juga responsif terhadap 
persoalan kekinian. Hasil studi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan 
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bagi akademisi bahwa basis pembaruannya memiliki akar tradisi pemikiran 
yang kokoh baik pendekatan maupun metode. Secara praktis, temuan 
penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi para praktisi (ekonom, 
pengusaha, politisi, birokrasi atau agamawan) dalam merespon dan 
mencarikan solusi atas problematika yang dihadapi.  

 
D. Kajian Pustaka 

Secara garis besar, studi hukum Islam di dalamnya termasuk hukum 
ekonomi syariah di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa kajian, 
mulai dari pemikiran tokoh, institusi, kitab-kitab fikih, Undang-undang. 
Berkenan dengan disertasi ini mengkaji pemikiran tokoh dengan objek 
studinya adalah KH. Ma’ruf Amin satu tokoh yang dikenal oleh berbagai 
kalangan, masyarakat Indonesia. Mereka yang mengenalnya dan paham 
tidak semuanya bersikap apologetic terhadap pemikirannya. Apresiasi atas 
pemikirannya bukan hanya diwujudkan dengan bentuk-bentuk penelitian dan 
juga kajian kritis, tetapi juga dalam bentuk implementasi dari gagasan-
gasannya. Oleh karena itu perlu dikemukakan beberapa kajian pustaka yang 
terkait dengan tema tersebut:  

Pertama, tulisan yang bertajuk pembaruan hukum Islam di Indonesia 
secara umum seperti ditulis oleh Amir Syarifuddin38 yang menawaran 
pembaruan pemikiran hukum Islam tidak hanya berada pada kontek masa 
lalu namun lebih dari itu harus mempertimbangkan perkembangan teknologi 
dengan isu-isu yang diangkat Amir seputar hukum keluarga.39 Demikian juga 

Ahmad Rofiq,40 melakukan upaya harmonisasi hukum Islam dengan 
kebutuhan dan dinamika masyarakat modern, serta memastikan bahwa 
hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks Indonesia. Tawaran 
pemikirannya lebih banyak pada aspek hukum keluarga dan sosial-
keagamaan, meskipun tidak banyak didukung dengan metodologi yang 
kokoh,41 sebagaimana pembaruan yang dilakukan Abd. Mannan yang 

menggunakan Fazlur Rahman sebagai alat metodologis.42 Tulisan Ismail 
kemudian berusaha memetakan dua etape pembaruan hukum Islam yang 
ada di Indonesia. Etape awal pemabaruan yang dilakukan menurutnya masih 

 

38 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (t.tp: Angkasa Raya, 
1990).  

39 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Kontemporer Di Indonesia, 
2nd ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2005). 

40 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 
2001). 

41 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004). 

42 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017). 



 

10    Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...     

terbatas pada upaya keluar dari tindakan imitatif (taklid), dan yang kedua 

menjadikan fikih sebagai mazhab hukum nasional.43 
Di sini Muslim M.S mensinyalir, pembaruan hukum Islam di Indonesia 

masih mencukupkan pada respon terhadap problem kontemporer dengan 
melakukan aktualisasi hukum Islam.44 Secara kelembagaan peneltian Alfitri, 
menyebut bahwa hakim Pengadilan Agama memainkan peranan signifikan 
dalam pembangunan hukum nasional, dengan menggunakan rujukan KHI 
dan KHES dan sebagaian kecil yang melakukan ijtihad menggunakan kias.45 
Di mana hal tersebut menuai kritik dari John R. Bowen, bahwa pembaruan 
hukum Islam Indonesia terjadi anomali atas pembagian waris dalam KHI, 
disinyalir membatasi hak untuk menghibahkan kekayaan sebagai hibah 
kepada sepertiga harta warisan.46  

Zulhamdi, dalam penelitiannya tentang tokoh-tokoh pembaruan 
hukum Islam di Indonesia, belum memasukkan Ma’ruf Amin sebagai tokoh 
pembaru.47 Di sini Zulhamdi tampaknya tidak memahami bahwa hukum 
ekonomi syariah juga merupakan bagian dari rumpun hukum Islam, 
sebagaimana hukum keluarga. Lina Khushidayati, dalam artikelnya 
menyebutkan pembangunan hukum Islam di Indonesia melalui kacamata 
insider, karya orang Indonesia, dan outsider untuk melihat perkembangan 
hukum Islam di Indonesia melalui bibliografi orang luar.48 Pembaruan 
dengan menyebut secara spesifik hukum ekonomi syariah misalnya oleh 
Dewi Nurul Musjari, penelitian Musjari lebih spesifik pada UU perbankan 
syariah dan penyelesaian sengketa perbankan sebagai bagaian dari hukum 
ekonomi syariah.49 

 

43 Ismail Ismail, “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,” TAJDID 26, no. 2 (October 
12, 2019): 215, https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331. 

44 Muslim Ms, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Pemikiran Ahmad 
Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam,” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 4, no. 1 (July 
28, 2017): 38, https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3751. 

45 Alfitri Alfitri, “Sharia Judges Role in Indonesia: Between The Common Law and The 
Civil Law Systems,” Mazahib 16, no. 2 (August 30, 2017), 
https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.825. 

46 John R. Bowen, “‘You May Not Give It Away’: How Social Norms Shape Islamic Law 
in Contemporary Indonesian Jurisprudence,” Islamic Law and Society 5, no. 3 (1998): 382–408, 
http://www.jstor.org/stable/3399265. 

47 Zulhamdi Zulhamdi, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-
Tokohnya,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 19, no. 2 (December 28, 2019): 239, 
https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414. 

48 Lina Kushidayati, “The Development of Islamic Law in Indonesia,” QIJIS (Qudus 
International Journal of Islamic Studies) 1, no. 2 (2013): 163–80. 

49 Dewi Nurul Musjari, “Law Reform in The Field of Sharia Economics Law,” Kanun 
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, no. 2 (Agustus 2017): 327-344. 
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Kedua, tulisan yang juga cukup banyak ditemukan terkait dengan 
otobiografi Ma’ruf Amin, yang mengekplorasi bagaimana Ma’ruf Amin 
berproses, berkiprah dan berkontribusi bagi keilmuan, organisasi, 
masyarakat, agama, bangsa dan negara. Seperti ditulis: Iip Yahya,50 Asrori S. 

Karni,51 Arif Punto Utomo,52 Mujiburrohman dkk,53 M. Nadratuzzaman 

Hosen,54 Ahmad Baso,55 Saifuddin dkk.56 Agak berbeda dengan lainnya, buku 
Autobiografi,57 ini memotret secara spesifik peran Ma’ruf Amin sebagai 
motor penggerak produk halal di Indonesia. 

Ketiga, tulisan reflektif pemikiran hukum Islam Ma’ruf Amin oleh 
Muhammad Atho’ Mudzhar, dengan metodologi sejarah sosial Atho’ 
berusaha memotret pemikiran hukum Islam Ma’ruf Amin, yang dikonstruksi 
dari lingkungan sosial Indonesia.58 dari sini M. Amin Suma memberikan 
suatu uraian penguatan berupa alasan yuridis-administratif, ilmiah akademik 
dan pengabdian pada masyarakat, sehingga pemikiran Ma’ruf Amin dapat 
dipertimbangkan sebagai ahli hukum ekonomi syariah59. Bunga rampai 
pemikiran hukum Islam Ma’ruf Amin, yang ditulis untuk memeringati tahun 
kelahiran Ma’ruf Amin yang ke 70 tahun, misalnya Hasanuddin dalam 
artikelnya tidak menggunakan teori, atau metodologi dalam memotret 
pemikiran Ma’ruf Amin, dalam kesimpulannya, menyebut Ma’ruf Amin 
mengembangkan teori i’ādatu al-naẓar dan tafrīq ḥalāl an ḥarām, yang 
terinspirasi dari pemikiran Ibn Taymiyah.  

 

50 IiP Yahya, KH Ma’ruf Amin Santri Kelana Ulama Paripurna (Jakarta: Balad, 2019). 
51 Karni, K.H. Ma’ruf Amin: Muftī, Ahli Siyasah Dan Penggerak Ekonomi Syari’ah. 
52 Anif Punto Utomo, K.H. Ma’ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa (Jakarta: 

Sinergi Aksara, 2018). 
53 Mujiburrahman, “UIN Ar-Raniry Nobatkan Wapres Sebagai Bapak Ekonomi Syariah 

Indonesia,” March 2023, https://kemenag.go.id/nasional/uin-ar-raniry-nobatkan-wapres-
sebagai-bapak-ekonomi-syariah-indonesia-M5bL5. 

54 Muhammad Nadratuzzaman Hosen and dkk, 70 Tahun K.H. Ma’ruf Amin Pengabdian 
Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa Dan Negara (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.th). 

55 Ahmad Baso, 80 Tahun Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin-Kiai Wapres, Wapres Kiai, (Jakarta: 
Kompas Penerbit Buku, 2023). 

56 Rasyid, Putra, and Arkin, K.H. Ma’ruf Amin Bapak Ekonomi Syari’ah Indonesia,. 
57Pustaka Jurnal Halal, K.H. Ma’ruf Amin Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal 

Kontemporer, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017). 
58Promotor I, Mudzhar, K.H. Ma’ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu 

Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syari’ah Indonesia.;  M. Atho Mudzhar, 
Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 83-103. 

59Promotor II yang disampaikan dalam penganugerahan gelar Doktor Honors Causa, 
yang dituangkan dalam bentuk makalah. Suma, Kyai Ma’ruf mempuyai kontribusi besar bagi 
pembaruan hukum ekonomi syari’ah sehingga layak mendapat gelar kehormatan Doktor (HC) 
Muhammad Amin Suma, Menimbang Pemikiran, Peran Dan Jasa KH Maruf Amin Dalam 
Penggalian Dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 
https://onesearch.id/Record/IOS5951.11030/Description. 
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Oni Syahroni, juga ikut serta memberikan komentarnya dalam artikel 
dengan judul “Malamih (Karakteristik) Fatwa-Fatwa K.H. Ma’ruf Amin”, 
tulisan ini justru keluar dari konteksnya karena tidak mampu membingkai 
karakteristik Ma’ruf Amin, dalam tulisan tersebut Oni hanya bercerita 
karakteristik fikih secara global.60 Seakan mempertegas Oni Syahroni,  
Fathurrahman Djamil, juga menulis dengan titel “Pemikir dan Praktisi 
Hukum Islam yang Moderat”, dia mengakui tidak mudah membingkai 
karakteristik pemikiran Ma’ruf Amin, karena gagasannya tersebar di 
beberapa buku dan pidatonya. Namun Djamil membuat hipotesis pemikiran 
moderat Ma’ruf Amin dalam hukum Islam memfokuskan pada teks dan 
ma’na yang ada di balik teks tersebut, sehingga adanya kontekstualisasi 
pemikiran hukum Islam Ma’ruf Amin.61  

Jika artikel-artikel lainnya lebih baanyak memotret pemikiran Ma’ruf 
Amin di lingkungan MUI, maka M. Cholil Nafis memotret pemikiran Ma’ruf 
Amin di lingkungan PBNU. Nafis memberikan fokus pada Bahtsul Masail 
dalam Munas PBNU tahun 1992 di Bandar Lampung, pemikiran Ma’ruf Amin 
terlihat melampaui zamannya, di tengah masih sangat kental tradisi 
bermazhab secara qauli di tubuh PBNU, meskipun terdapat metode ilḥaqi, 
namun Ma’ruf Amin dalam artikel Nafis dianggap belum cukup, masih butuh 
metode lain yakni “manhaji” yang tidak kaku, lebih aplicable, dan 
kontekstual dalam pemahaman teks. Nafis menyinggung dalam artikelnya di 
antara metode manhaji tersebut adalah semua metodologi yang digunakan 
oleh empat mazhab fikih.62  

Secara hierarki Huzaemah T. Yanggo, dalam tulisannya “Pemikiran 
Hukum Islam K.H. Ma’ruf Amin”, mencoba menyebutkan tahapan-tahapan 
Ma’ruf Amin dalam menggunakan sumber hukum, yang dimulai dengan naṣṣ 
sebagai sumber otoritatif, dilanjutkan dengan dengan ijma, dan qiyas, 
ditambah dengan taḥqīq al-manāṭ, dan i’ādatu al-naẓar, jika belum ditemukan 
dalam empat sumber utama.63 Lebih luas Asrorun Ni’am Sholeh 
mengeksplorasi pemikiran Ma’ruf Amin dengan titel “Berijtihad dengan 
Pendekatan ihtiyat (Kehati-hatian)”, Niam dalam artikelnya tersebut tidak 
hanya mendiskusikan pemikiran Ma’ruf Amin dalam ranah hukum ekonomi 
syariah namun juga Hukum Keluarga. Senada dengan artikel sebelumnya, 

 

60 Oni Syahroni, “Malamih (Karakteristik) Fatwa-Fatwa K.H. Ma’ruf Amin,” (Jakarta: 
The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 143–62. 

61 Fatkhurahman DJamil, “Pemikir Dan Pemikir Hukum Islam Yang Moderat,” in 70 
Tahun KH. Ma’ruf Amin (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 163–72. 

62 Nafis, “Pemikiran Hukum K.H. Ma’ruf Amin Di Lingkungan Organisasi Nahdlatul 
Ulama,.” 216-222. 

63 Huzaemah T. Yanggo, “Pemikiran Hukum Islam K.H. Ma’ruf Amin,” in 70 Tahun KH. 
Ma’ruf Amin (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 173–77. 
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tulisan Niam juga mengeksplorasi metode i’ādatu al-naẓar, dan maslahah 

sebagai bentuk/cara kehati-hatian dalam melakukan ijtihad.64  
Dari teori tersebut Jaih Mubarok, memandang Ma’ruf Amin 

mempunyai kontribusi pemikiran dalam kerangkan taqnīn dan penerapan 
hukum Islam di Indonesia, maskipun tulisan Jaih sebatas pada pemaparan 
data belum melakukan analisis intrepretatif lebih lanjut.65 Sama dengan Jaih, 
Amirsyah melihat ending dari pemikiran Ma’ruf Amin bermuara pada 
legislasi hukum Nasional, artikelnya dengan titel “Kontribusi Pemikiran 
Ma’ruf Amin terhadap Pembentukan Hukum Nasional”, menegaskan artikel 
Jaih, dengan hanya mengeksplorasi sedikit mengenai pemikiran fikih yang 
telah menjadi hukum Nasional.66 Meskipun masih bersifat parsial, tulisan 
tersebut memberikan alas bagi penulisan disertasi ini. Maka, di sini perlu 
ditelusuri metode apa yang digunakan Ma’ruf Amin sehingga sampai 
mempunyai kontribusi seperti itu (bagi pengembangan hukum ekonomi 
syariah di Indonesia).  

Keempat, penelitian yang mengkaji substansi pemikiran ekonomi 
Ma’ruf Amin antara lain: buku yang ditulis Sahala Panggabean dkk;  buku itu 
menggambarkan pemikiran, dan peran Ma’ruf Amin dalam sektor ekonomi 
Indonesia yang ber- “keadilan, keumatan, dan kedaulatan”.67 Demikian juga 
buku yang ditulis M. Azrul Tanjung dkk, dengan titel “Arus Baru Ekonomi 
Indonesia”, memaparkan gagasan-gagasan Ma’ruf Amin tentang ekonomi 
Indonesia, yang menjadi perhatian dalam buku ini adalah seputar kerangka 
kerja konsep ekonomi tawaran Ma’ruf Amin.68 Penelitian yang dilakukan 
Muhammad Nur Habib untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), menyebut 
secara substansi pemikiran ekonomi Ma’ruf Amin berorientasi pada keadilan, 
keumatan dan nasionalisme sebagai kesimpulan dari penelitian 
kepustakaannya.69 Senada dengan Habib, penelitian Miftahul Mukhlis, 
berusahan membandingkan pemikiran ekonomi Ma’ruf Amin dengan Umar 
Chapra, penelitian dengan pendekatan kepustakaan ini menghasilkan 

 

64 Asrorun Ni’am Sholeh, “Berijtihad Dengan Pendekatan Ihtiyat (Kehati-Hatian),” in 70 
Tahun KH. Ma’ruf Amin (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 178-206. 

65 Jaih Mubarok, “Peran K.H. Ma’ruf Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Taqnin 
Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia,” in 70 Tahun K.H. Ma’ruf Amin (Jakarta: The 
Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 121–142. 

66 Amirsyah, “Kontribusi Pemikiran KH. Ma’ruf Amin Terhadap Pembentukan Hukum 
Islam,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 

67 Sahala Panggabean and et. all., The Ma’ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan Dan 
Kedaulatan, (Jakarta: Gramedia, 2019). 

68 M. Azrul Tanjung and et. all., Arus Baru EKonomi Indonesia, (Jakarta: Flashmedia, 
2018). 

69 Muhammad Nur Habib, “Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Di Indonesia (Studi 
Pemikiran Ma’ruf Amin)” (Surakarta, IAIN, 2020), http://eprints.iain-
surakarta.ac.id/743/1/SKRIPSI%20MOCHAMAD%20NUR%20HABIB.pdf. 
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kesimpulan keduanya mempunyai esensi ekonomi yang sama, Chapra dan 
Ma’ruf dalam pembangunan ekonomi harus ada peran moral individual, 
keadilan, pemerataan dan peran pemerintah.70   

Penelitian filantropi Islam Ma’ruf Amin dilakukan oleh Muhammad 
Alwi, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam konteks, konsep 
pemberdayaan ekonomi Ma’ruf Amin berpusat pada pemerataan 
pembangunan dan penguatan infrastruktur ekonomi daerah, menciptakan 
pemberdayaan ekonomi keumatan dengan menawarkan pola pembangunan 
yang menggunakan model ketupat, yang akan meningkatkan ekonomi di 
sektor ekonomi lemah sehingga ekonomi menengah meningkat secara 
bertahap.71 Rina Dwi Suryani, dalam penelitiannya menunjukkan ada 
pengaruh pemikiran Ma’ruf Amin dalam fatwa-fatwa DSN-MUI diantaranya 
fatwa Nomor 02/2000, tentang Tabungan; No. 28/2002 tentang Jual-Beli 
Uang; No. 20/2001 tentang Reksadana Syariah; No. 41/2004 Tentang 
Obligasi Syariah Ijarah; no. 77/ 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak 
Tunai.72 

Kelima, tulisan yang mengkaji pemikiran Ma’ruf Amin dalam bidang 
politik, Kebangsan dan demokrasi seperti: dalam bidang demokrasi politik 
tulisan Moh. Bashori Alwi dalam risetnya menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin 
sebagai wakil Jokowi dianggap memiliki kemampuan penuh untuk 
mendulang suara bagi PDI P. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yakni: 
pemilih yang rasional, responsif, dan aktif pendidikan menengah ke atas, dan 
pemilih yang reaktif dan memiliki pendidikan menengah ke bawah.73 
Penelitian Ahmad Sanusi, di Sumatra Barat menunjukkan Ma’ruf Amin dalam 
wacana demokrasi yang digunakan untuk calon Wakil Presiden 2019 dengan 
narasi Islam tradisonal, sementara di Sumbar rata-rata menganut paham 

 

70 Mukhlis Miftahul, “Konsep Pembangunan Ekonomi  (Telaah Pemikiran M. Umer 
Chapra Dan KH. Ma’ruf Amin),” (Thesis, Ponorogo, FEBI Institut Agama Islam Negeri, 2021), 
https://etheses.iainponorogo.ac.id/16878/1/210717076_Miftahul%20Mukhlis_Ekonomi%20S
yariah.pdf. 

71 Muhammad Alwi et all, “Islamic Philanthropy: The Idea of Economis Empowerment 
of the Ummah of K.H. Ma’ruf Amin,” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 7 No. 1 
(June 2021): 133–53, https://doi.org/10.24952/fitrah. 

72 Rina Dwi Suryani, “Pemikiran K.H Ma’ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Purwokerto, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 
2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/14330/. 

73 Moh. Bashori Alwi Almanduri and Andi Faisal Bakti, “The Dialectics Of Ma’ruf Amin 
Political Communication In 2019 Presidential Elections: Influence On Voting Perspective,” Al-
Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 7, no. 2 (December 26, 2022): 281–312, 
https://doi.org/10.22515/albalagh.v7i2.5537. 
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Islam Modern, sehingga wacana Ma’ruf Amin tidak signifikan dalam 

perolehan suara.74  
Penelitian Nahdahtul Hikmah, tidak langsung mengait dengan 

pemikiran politik Ma’ruf Amin, namun langkah yang diambil Ma’ruf Amin 
dalam maju mendampingi Joko Widodo adalah keputusan politik individu, 
tidak diusung oleh partai atau PBNU.75 Secara pemikiran Masykuri Abdillah, 
dalam penelitiannya Abdillah menyebutkan Ma’ruf Amin visi tentang 
integritas Nasional dan kerukunan umat beragama cukup komprehensif, 
yang dilegitimasi dengan dalil-dalil keagamaan. Maskuri mencontohkan 
kasus Ahmadiyah yang sempat disesatkan oleh banyak kalangan.76  

Berbeda dengan kajian di atas, perhatian Disertasi ini bukanlah pada 
beberapa lontaran “ide-ide atau pemikiran” yang dilakukan atau yang 
diadopsi para peneliti sebelumnya. Perhatian dalam disertasi ini adalah 
pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin atas isu-isu modernitas 
hukum ekonomi syariah sekaligus kompleksitas metodologis pemikirannya, 
ini yang belum mendapat banyak perhatian serius. Padahal kajian dalam 
bidang tersebut merupakan aspek penting yang banyak terdapat dalam 
pemikiran dan tindakan Ma’ruf Amin. Dalam hal ini—meskipun tidak 
spesifik—beberapa penelitian di atas sudah memulai langkah tersebut, 
namun masih perlu banyak pendalaman dan perluasan untuk mampu melihat 
secara holistik substansi pemikiran dan konstruksi metodis hukum ekonomi 
syariah Ma’ruf Amin.  

 
E. Kerangka Teori 

Fenomena umum yang terjadi di masyarakat Muslim adalah adanya 
tokoh tertentu yang diidolakan baik tokoh tersebut masih hidup maupun 
telah meninggal. Di sini untuk mendedah pembaruan hukum ekonomi 
syariah pemikiran Ma’ruf Amin digunakan teori: Pembaruan hukum, dalam 
hal ini menggunakan teori ijtihad kontemporer al-Qarḍāwī, dan teori al-Qabḍ 
wa al-Basṭ Abdul Karim Soroush; Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dan 
Posivisasi hukum Islam.  

 
 

 

74 Ahmad Sanusi and Galih Gumilar, “Peran Ma’ruf Amin Dalam Meraih Suara 
Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019,” LENTERA 3, no. 1 (June 25, 2019), 
https://doi.org/10.21093/lentera.v3i1.1407. 

75 Nahdahtul Hikmah, “NU Dan Politik: Pencalonan K.H. Ma’ruf Amin Sebagai Wakil 
Presiden Pada Pemilu 2019” (Thesis, Jakarta, ILMU POLITIK UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55263/1/NAHDATUL%20HIK
MAH.FISIP.pdf. 

76 Masykuri Abdillah, “KH. Ma’ruf Amin: Pendukung Empat Bingkai Kerukunan Umat 
Beragama,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 
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1. Teori Pembaruan Hukum 
Perubahan hukum merupakan suatu yang tidak bisa ditolak, hal itu 

diakibatkan oleh realitas zaman yang sangat kompleks. Lahirnya pemikiran-
pemikiran hukum Islam dengan corak bervariatif dalam menjawab tantangan 
global merupakan eviden bahwa perubahan hukum Islam77 merupakan suatu 
yang niscaya. Oleh karena itu, secara epistemologi pemikiran hukum Islam 
perlu diberi muatan makna lebih adaptatif dengan perkembangan 
permasalahan baru, sehingga diperlukan perubahan paradigma dari corak 
berpikir tektualis78 menuju kontestual.79 Hal ini dilakukan dalam kerangka: 
pertama, upaya pemaknaan menanggapi permasalahan masa kini yang 
umumnya mendesak, situasional. Kedua, melihat keterkaitan masa lampau-
kini-mendatang. Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna 
fungsional sekarang dan memprediksi atau mengantisipasikan makna 
dikemudian hari. Ketiga, mendudukkan keterkaitan antara yang sentral (teks 
al-Qur’an) dengan yang perifer (konteksnya).80  

Oleh karena itu, realitas masyarakat yang menjadi wadah pelaksanaan 
hukum itu sendiri, senantiasa berada pada pelbagai perubahan dari tempat 

 

77 Sylviah Sylviah, “The Theory of Change in Law: Al-Syatibi’s Philosophy of Law,” Al-
Bayyinah 6, no. 1 (June 24, 2022): 109–17, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2605. 
Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, “The Paradigm of Islamic Legal Products in 
Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the 
Madhhab of Thought Products,” Mazahibuna 4, no. 1 (June 30, 2022): 31–48, 
https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364. Donald L Horowitz, “The Qur’an and the Common 
Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change,” American Journal of Comparative 
Law 42 (1994): 543–80, 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1600&context=faculty_scholars
hip. 

78 Selimut tebal kabut ortodoksi, problem teks dan maknanya bukan hanya kabur, 
melainkan juga menciptakan juga suatu otoritas teks yang cenderung memaksakan, sehingga 
muncul postulat “tidak ada ijtihād bila ada teks” (lā ijtihād ma’a al-naṣ)” demikian dalam bahasa 
Abdul Wahab Khallāf “lā masāgha li al-ijtihād fīmā fîhi ṣarīhu qaṭ’iyyun”. Dengan kata lain yang 
tidak pernah lepas dan tertinggal melegitimasi definisi uṣūl al-fiqh yakni kalimat “upaya 
mendeduksi hukum dari sumbernya”. Ini memberi kesan sekaligus membuktikan bahwa kajian 
metodologi dan alat reproduksi hukum Islam memang terfokus dan tidak lebih dari analisis 
teks. Lihat: Abd. Wahāb Khallāf, Ilmu Uṣūl Al-Fiqh (Jakarta: Dar Khutub al-Ilmiyah, 2010). 188; 
Muhammad Hasyim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: The Islamic Texts 
Society, 1991). 2.  

79 Pada zaman pramodern praktik fikih ekonomi dikonstruksi dengan cara dan pola 
pikir—berdasarkan realitas sosial—masyarakat kelas ekonomi era pra-scientific-agraris, aktivitas 
yang ada dikerjakan serba manual dengan tenaga manusia atau hewan menjadi pilar utamanya. 
Sementara warna dan corak dunia saat ini memasuki pemukiman modern era revolusi industri 
4.0 tidaklah sama dengan era sebelumnya. Di sini berarti fikih selain di derivasi dengan teks 
juga konteks. 

80Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Ke III. cet. VII. (Yogyakarta: 
Rake Sasasin, 1996). 178. 
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ke tempat dan dari masa ke masa. Maka, dalam membaca bagaima 
konstruksi pemikiran Ma’ruf Amin digunakan teori berikut: 

 
       a). Teori Ijtihad Modern  

Pembaruan hukum Islam perlu dijalankan dengan kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif untuk mencari solusi terhadap pelbagai 
persoalan baru yang timbul masa kini dengan melihat realita perubahan 
sosio-budaya dan keilmuan modern. Oleh karena itu dalam prosesnya 
tidak hanya melibatkan isu-isu baru timbul, melainakan juga melibatkan 
hasil ijtihād lama yang diberikan interpretasi baru sesuai dengan 
dinamika zaman. Paling tidak ijtihād tersebut menurut Yūsuf al-Qarḍāwī 
memuat dua bentuk yang dapat diaplikasikan pada masa kini: pertama, 
ijtihād intiqā’ī. Ijtihād ini disebut juga ijtihād komparatif selektif dengan 
meneliti kembali (re-ijtihād) hasil ijtihād produk hukum Islam terdahulu 
berserta dalil-dalilnya yang terdapat pada warisan fikih pramodern, 
membuat perbandingan antara satu sama lain, kemudian memilih 
pendapat yang terkuat (tarjīḥ),81 yang dipandang lebih relevan dengan 

kehadiran syariah, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.82 
Seleksi pendapat hukum ini dapat dilakukan dalam mazhab yang 

empat (Hanafi, Maliki, Shāfi’ī dan Hanbali) ataupun di luar mazhab empat 
karena menurut Kiai Husain, masih banyak yang memiliki tingkat 
pengetahuan yang sebanding atau bahkan melebihi. Misalnya mengambil 
pendapat mazhab Hanafi dalam masalah wajib zakat pada setiap hasil 
bumi, mazhab Shāfi’ī dalam memberikan zakat kepada fakir miskin, dan 
sebagainya.83 Kriteria yang digunakan dalam memilih pendapat yang 
kuat menurut Qarḍāwī: pertama, pendapat tersebut mempunyai relevansi 
dengan kehidupan kontemporer; kedua, pendapat tersebut hendaknya 
lebih banyak mencerminkan fleksibilitas dan memberikan rahmat bagi 
umat manusia; ketiga, pendapat tersebut hendaknya lebih dekat kepada 
kemudahan yang diberikan syari’at; keempat, pendapat tersebut lebih 
memprioritaskan untuk merealisasikan tujuan kehadiran syariat (maqāṣid 
asy-Syarī’ah), memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan 
mereka dari kesukaran.84 

Kedua, Ijtihād Insyā’ī atau ijtihād konstruktif inovatif, dengan 
menetapkan hukum atas berbagai masalah kontemporer yang tidak 
pernah diketahui sarjana hukum Islam terdahulu kerana belum terdapat 

 

81Yūsuf al-Qarḍāwī, Al-Ijtihād al-Mu’ashir al-Inzibāth Wa al-Infirāt, Terj. Ijtihad 
Kontemporer, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). 24. 

82 Husain Muhammad, Menuju Fiqh Baru: Pembaharuan Pemikiran Dan Hukum Islam 
Sebagai Keniscayaan Sejarah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 176. 

83 Muhammad. 176-177. 
84 Qarḍāwī, Al-Ijtihād al-Mu’ashir al-Inzibāth Wa al-Infirāt,.24-25. 
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permasalahan tersebut pada masa lampau, atau dalam masalah klasik 
tetapi sarjana hukum Islam kontemporer mempunyai pendapat baru 
yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu,85 karena 
adanya kebutuhan baru yang mendorong untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, meniscayakan dilakukan ijtihad baru.86  

Sejalan dengan itu, Maulana Mohammad Taqi Amini—pemikir 
progresif asal India—menegaskan bahwa perubahan itu adalah watak 
alam (sunnah Allah). “The only unchanging pheonomenon is change” (satu-
satunya fenomena yang tak [dapat] berubah adalah perubahan itu 
sendiri). Al-Qur’an sendiri tidak diturunkan sekaligus, melainkan 
diwahyukan sesuai konteks tertentu untuk menjawab berbagai persoalan 
selama dua puluh tiga tahun kenabian Muhammad Saw. sistem 
pewahyuan yang progresif ini membenarkan proposisi bahwa hukum dan 
kehidupan harus saling terkait (co-related) aturan-aturan operasionalnya 
hendak tunduk pada perubahan untuk memenuhi perubahan kebutuhan 
masyarakat, “Time Changes and legal changes must correspond to each 
other”. 87 

Dengan demikian dapat disimplifikasi bahwa, ijtihād kontemporer 
lebih melihat pada faktor perubahan zaman yang menjadi sebab perlunya 
rekonstruksi pemahaman hukum ekonomi syariah. Untuk alasan ini 
Sejumlah pemikir semacam al-Jauziyah, Mustafa Zarqa mengembangkan 
suatu kaidah hukum yang menyatakan bahwa “ketentuan (nilai, norma 
dan hukum) yang didasarkan kepada tradisi, dan kepentingan umum 
berubah dengan perubahan tempat dan waktu”.88 Signifikansi dari 
perubahan ini adalah gerakan pembaruan pemikiran dalam menjawab 
tantangan modern sehingga menghasilkan hukum lebih segar dengan 
berorientasi pada kemaslahatan publik. 

 
       b) Teori Pengembangan dan Penyusutan 

Abdulkarim Soroush, seorang tokoh filsuf, teolog politik, dan sains 
terkemuka dari Iran yang mendapat julukan “Luther of Islam” dan 
karyanya disamakan dengan Gadamer.89 Pada realitanya banyak 

 

85 Qarḍāwī. 43. 
86 Qarḍāwī. 45 
87 Maulana Mohammad Taqi Amini, Time Change and Islamic Law, (New Delhi: Idarat 

Adabiyat, 1988). v-vi. 
88 Ebrahim Moosa, “Languages Of Change In Islamic Law: Redefining Death In 

Modernity,” Islamic Studies 38, no. 3 (1999): 305–42, http://www.jstor.org/stable/20837047. 
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-Muwāqqi’īn an Rāb Alamīn., vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). 3. 

89 Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, “Introductions,” in Reason, Freedom, & Democracy 
in Islam Essential Writings of ’Abdolkarim Soroush, ed. Bahasa Inggris (Oxford: Oxford University 
Press, 2000). 7. 
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masyarakat yang tidak bisa membedakan antara agama dan 
pengetahuan agama, menurut mereka agama dan pengetahuan agama 
adalah sepadan. Padahal baik secara epistemologis maupun ontologis 
agama dan pengetahuan agama, menurut Soroush adalah sesuatu yang 
paradoks. Agama bersifat ilahiah, sakral, absolut, universal, dan berjalan 
secara parallel dan statis, sedangkan pengetahuan keagamaan yang ada 
pada manusia bersifat profan, relatif, lokal dan penuh kontradiksi, dan 
dinamis.90 Ini merupakan antinomi yang bersifat paradoks antara agama 
dan pengetahuan keagamaan sebagaimana relasi antara syariah dan fikih 
dalam diskursus hukum Islam.91  

Syariah merupakan unsur esensial dari agama Islam, artinya Islam 
harus mempunyai unsur tersebut yang tanpa unsur itu Islam tidak akan 
menjadi agama; sedangkan unsur aksidensial adalah suatu unsur yang 
tanpa unsur itu, Islam masih bisa disebut agama. Di sini agama berada 
pada dimensi esensial mempunyai sifat statis, sedangkan pengetahuan 
keagamaan yang mempunyai sifat aksidensial, selalu berubah.92 Hukum 
Islam berada pada posisi yang kedua ini. Pada level ini juris Islam harus 
menyegarkan kembali hukum Islam, mengubah kulit luar sembari 
melihat ruh agama, menyelaraskan perkembangan kontemporer. Dengan 
kata lain dalam memahami agama tidak berangkat dari ruang hampa, ia 
telah membawa presupposition yang dibangun di atas pondasi tidak hanya 
ilmu keagamaan tetapi juga ilmu-ilmu yang lainnya: sains, filsafat, 
humaniora, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya.93 

Di sini pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin sebagai 
pengetahuan keagamaan tidak terlepas dari pra-asumsi dan setting sosial 
budaya dan ilmu pengetahuan yang mengitari seorang juris, dalam hal ini 
Ma’ruf Amin dalam genesis pemikirannya.94 Karena itulah Soroush 
sampai pada kesimpulan teoritis tentang teori pengembangan dan 
penyusutan “al-Qabḍ wa al-Basṭ”,95 (the expansion and contraction). 
Farough Jahanbakhsh menyebut al-qabḍ wa al-basṭ sebuah teori 
epistemologi dan hermeneutik memahami pemikiran hukum ekononomi 
syariah sebagai ilmu keagamaan dan memperlakukannya sebagaimana 

 

90 Soroush, Al-Qabḍ Wa al-Basṭ Fī al-Syarī’ah,. 30-31. 
91 Abdul Karim Soroush, Th e Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, 

Contingency and  Plurality in Religion, Translated. Nilou Mobasser (Leiden-Boston: BRILL, 2009). 
83 

92 Soroush. 85-87. 
93 Banafsheh Madaninejad, “New Theology in Islamic Republic of Iran: Comparative 

Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar,” (Disertasi, Austin, The University of 
Texas, 2011). 146. 

94 Soroush, Al-Qabḍ Wa al-Basṭ Fī al-Syarī’ah,. 54. 
95 Soroush. 
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bentuk pengetahuan yang lain. Sehingga akan menjadikan pemikiran 
Ma’ruf Amin adalah suatu kenicayaan sejarah, maka tidak ada 
interpretasi keagamaan yang bersifat tunggal dan resmi.96  

Gambar 1.1 : 
skema teori al-Qabḍ wa al-Basṭ Abdul Karim Soroush 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: diadaptasi dari keterangan di atas. 
 
Tawaran Soroush, akan teori penyusutan dan pengembangan 

menurut Haidar Bagir mengajukan tiga prinsip praksis yang digunakan 
dalam memahami agama dan wacana keagamaan. Pertama, prinsip 
koherensi atau keterpaduan dan koresponsdensi: pemahaman tentang 
agama dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia dan 
selalu menyesuaikan diri dengan pengetahuan manusia tersebut. Kedua, 
prinsip interpenetrasi: penyempitan atau perluasan di dalam sistem 
pengetahuan manusia dapat merembesi wilayah pemahaman kita 
tentang agama. Ketiga, prinsip evolusi: sistem pengetahuan manusia 
(yakni ilmu pengetahuan dan filsafat manusia) mengalami perluasan dan 
penyempitan.97  

Sementara tujuan penggunaan teori ini adalah: pertama, 
menyingkap mekanisme dan proses pemahaman terhadap pemikiran 
hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin; kedua, menjelaskan sifat-sifat 
pengetahuan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin dalam 
hubungannya dengan pengetahuan manusia lainnya; ketiga, menjelaskan 
rahasia perubahan dan kontinuitas pengetahuan pemikiran hukum 
ekonomi syariah Ma’ruf Amin dalam konteks sejarah. Dengan demikian, 

 

96 Farough Jahanbakhsh, “Preface,” in Th e Expansion of Prophetic Experience Essays on 
Historicity, Contingency and  Plurality in Religion, Abdul Karim Soroush (Leiden-Boston: BRILL, 
2009). 7.; CHARLES D. FLETCHER, “The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary 
Study,” Islamic Studies 44, no. 4 (2005): 527–52, http://www.jstor.org/stable/20838991. 

97 Haidar Bagir, “Soroush: Potret Seorang Musim Liberal,” in Menggugat Otoritas Dan 
Tradisi Agama, Abdul Karim Soroush terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002). xiii. 
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dapat disimplifikasi bahwa teori penyusutan dan pengembangan (al-Qabḍ 
wa al-Basṭ) bermaksud menjelaskan secara rinci proses memahami 
pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin dan cara pemahaman ini 
mengalami perubahan, karena teori al-Qabḍ wa al-Basṭ, merupakan teori 
“interpretasi epistemologis”.98  
 
 

2. Sosiologi pengetahuan  
Penelitian studi tokoh dengan pendekatan sosiologi pengetahuan 

lebih mampu mengenali secara relatif utuh terhadap sosok tokoh yang dikaji. 
Ma’ruf Amin sebagai tokoh diposisikan sebagai pemikir yang kepribadiannya 
terbentuk dari interaksi yang dialami dengan lingkungannya. Sebab tidak ada 
suatu pemikiran yang lahir “telanjang” tanpa pengaruh sedikitpun dari 
pergumulan-pergumulan dengan lingkungannya maupun sebab-sebab yang 
menstimulasi seorang untuk mengekspresikan pemikirannya. Hanya saja 
menurut Mujamil Qomar, pengaruh lingkungan dan sebab-sebab itu 
seringkali tidak diungkapkan dalam karya-karyanya.99 Hal ini menjadi tugas 
khusus dalam disertasi ini dalam menguak pemikiran Ma’ruf Amin lebih 
mendalam. 

Sejalan dengan itu Mannheim,100 mengatakan sosiologi pengetahuan 
berusaha untuk menemukan sebab-sebab sosial pemikiran hukum ekonomi 
syariah Ma’ruf Amin karena menurut Mannheim objektivitas dalam 
pengetahuan tentang masyarakat itu tidak ada dan tidak mungkin dicapai 
manusia. Dengan demikian, tugas sosiologi pengetahuan adalah 
menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, proses bagaimana Ma’ruf 
Amin memperoleh pemikiran tersebut, dan akhirnya membahas 
pengorganisasian institusional dan distribusi sosial pengetahuan. Pendek 
kata, sosiologi pengetahuan akan membantu memahami hubungan antara 
pengetahuan yang dikonstruksi Ma’ruf Amin dengan struktur dan kesadaran 
sosial masyarakat.  

Perhatian sosiologi pengetahuan semakin terfokus pada kebutuhan 
untuk mempertanyakan secara kritis hubungan antara pengetahuan Ma’ruf 
Amin dan kepentingan yang diinginkan. Dari sosiologi pengetahuan akan 
dilihat motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya 
pengetahuan atau gagasan Ma’ruf Amin. Juga, tujuan apa yang akan dicapai 

 

98Abdul Karim Soroush, Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of 
’Abdolkarim Soroush, (ed.) Mahmoud Sadri & Ahmad Sadri (Oxford: Oxford University Press, 
2000). 47. 

99Mujamil Qomar, Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif Dalam 
Memajukan Peradaban Islam (Yogyakarta: Teras, 2012). 80-81. 

100 Karl Mannheim, Ideologi Dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik, Terj. 
Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991). 
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oleh pengetahuan atau ide ini juga menjadi fokus perhatian. Suatu 
pengetahuan atau gagasan juga seringkali dapat dianalisis dari segi hegemoni 
atau dominasi seperti apa yang ingin didukungnya. Jika ide baru muncul, ide 
baru ini mungkin datang dengan keinginan untuk membangun dominasi atau 
hegemoni baru. Ini adalah fokus utama penelitian ini mengapa menggunakan 
teori sosiologi pengetahuan. Selanjutnya, sosiologi pengetahuan sering 
berkaitan dengan paradigma pengetahuan. Paradigma tertentu harus 
dicurigai membawa kepentingan tertentu atau ingin mendukung semacam 
dominasi (hegemoni) tertentu. 

Melalui cara baru ini pemikiran Ma’ruf Amin dibedah, dimulai dengan 
menelusuri dan mengkaji kondisi setting sosio-kultural, sosio-politik, sosio-
ideologis, sosio-ekonomis, sosio-religius, sosio-geografis, dan sosio-
psikologis. Setting sosial semacam ini dapat memberi gambaran awal tentang 
suasana kehidupan yang turut mempengaruhi pemikiran seseorang tokoh 
pemikir sebab dia berinteraksi secara intensif dengan situasi kehidupan 
seperti itu, sehingga dia memberikan respon apapun tidak akan terlepas 
sama sekali dari kondisi kehidupannya. Empat imam pendiri mazhab fikih 
misalnya dapat ditemukan tipologinya melalui penelusuran seperti ini.  

Mazhab Hanafi pada dasarnya adalah mazhab rasionalis, disinyalir 
hidup di daerah “frontier” yang kosmopolit, heterogen, plural, kompleks, dan 
sedang mengalami perubahan. Situasi ini mendorongnya berpikir rasionalis 
dan pragmatis. Berbeda dengan mazhab Maliki yang tradisionalis, karena 
hidup di kawasan Hijaz masyarakat masih akrab dengan tradisi kehidupan 
Nabi dan para sahabatnya dalam berbagai hal. Imam Shāfī’i yang pernah 
hidup di dua lingkungan yang berbeda, dimana Imam Hanafi dan Imam 
Malik hidup menempuh jalan moderat dalam membangun mazhabnya,101 dan 
mazhab Hanbali hidup dalam situasi yang labil ditandai pula dengan 
munculnya berbagai aliran yang ekstrem. Dalam Situasi seperti ini, dia 
merasa perlu untuk mengembalikan pemikiran kepada nilai-nilai yang 
dianggapnya fundamental.102 

Penelusuran dilanjutkan terhadap guru-guru atau syaikh-syaikh yang 
dahulu mendidik tokoh itu. Guru memiliki pengaruh sangat besar terhadap 
kepribadian murid. Perilaku guru, pandangannya, wawasannya, 
pengetahuannya, mentalnya, cara berpenampilan bahkan cara mengajar pun 
dapat mempengaruhi murid. Ekspresi murid dalam interaksi sosial seringkali 
mencerminkan ekspresi guru, mengingat guru menjadi sasaran proses 

 

101 Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, Al-Imām Shāfi’ī, Wa Ta’sīs al-Aidīlūjiyyah al-Wasatiyyah, 
(Kairo: Maktabah Madbūlī, 2003). 

102 M. Dawan Rahardjo, Intelektual Intelegensia, Dan Perilaku Politik Bangsa Risalah 
Cendikiawan Meslim (Bandung: Mizan, 1993). 137. 



 

Akmal Bashori   23 

adaptasi dan imitasi bagi murid-muridnya.103 Sederetan guru yang dahulu 
pernah mengajar tokoh tersebut dapat mempengaruhi kepribadian dan 
pemikirannya, khususnya guru-guru yang paling diidolakan oleh murid 
lantaran adanya kelebihan-kelebihan pada guru tersebut. Merekalah yang 
memiliki pengaruh paling besar pada kepribadian murid. Simplifikasi uraian 
di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1.2  

Sosiologi Pengetahuan/Pemikiran 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sumber: diadaptasi dari keterangan di atas. 
 
Dari bagan di atas dijelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya objektif 

atau sesuai dengan fakta, tetapi juga terbentuk oleh proses sosial di mana 
nilai-nilai, kepentingan, politik, dan kekuasaan memainkan peranan penting. 
Misalnya, ilmu pengetahuan sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan 
dalam masyarakat. Mannheim menekankan bahwa pengetahuan tidaklah 
absolut, melainkan terkait dengan perspektif dan posisi sosial individu atau 
kelompok yang memproduksi atau mengaksesnya. Hal ini membuka jalan 
untuk studi tentang bagaimana pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial 
dan historis. 

 
3. Teori Posivisasi Hukum Islam 

Positivisasi hukum ekonomi syariah yang disuarakan Ma’ruf Amin di 
Indonesia tidak lain mengacu pada upaya implementasi prinsip-prinsip 
hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara resmi untuk 
menciptakan harmoni antara hukum agama dan hukum sekuler dalam 

 

103 Qomar, Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan 
Peradaban Islam. 83. 
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masyarakat. Positivisasi hukum ekonomi syariah dalam konteks Indonesia 
berarti studi tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya 
sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional, dengan 
penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada 
Pancasila dan UUD 1945.104 

Mengikuti pola positivisasi hukum Islam Qodri Azizy, dengan merujuk 
pada proses mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum 
Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia, melalui proses keilmuan 
dan demokrasi dalam sistem politik, bukan indoktrinasi.105 Bangunan 
positivisasi Qodri dimulai dari redefinisi fikih sebagai ilmu hukum Islam (al-
ilm bi al-aḥkām) dan materi hukum (majmū’at al-aḥkām), sekaligus etika 
hukum (ma’rifat al-nafs mā lahā wa mā alaihā ‘amalan), identik dengan 
law/rules atau peraturan perundang-undangan, sehingga disebut “hukum 
positif Islam”.106 

Tawaran positivisasi Qodri tujuannya untuk menghilangkan sekat, 
membentuk hukum nasional Indonesia dengan merajut ketiga unsur dari 
doktrin hukum umum (yang diwariskan oleh kolonial Belanda), hukum adat, 
dan hukum Islam menjadi “ilmu hukum Indonesia”,107 atau dalam bahasa 
Itmam “Indonesian Jurisprudence”.108 Dengan mengikuti model seperti ini 
hukum ekonomi syariah akhirnya berhasil menjadi kuat di Indonesia. langkah 
yang dilakukan dengan membangun kesamaan pandangan antara para ulama 
(pemegang otoritas hukum ekonomi syariah) dan para ahli hukum umum 
atau civitas akademika fakultas hukum adalah syarat yang harus dipenuhi. Ini 
dibuat secara kritis dengan menggabungkan berbagai sumber dan doktrin 
sebagai upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia. 

Gambar 1.3 
Skema positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia 

 
 
 
 
 
 

 

104 Muhammad Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia, (Ponorogo: Stain 
Ponorogo Pres, 2015). 154. 

105 A. Qodry Azizy, Hukum Nasional; Eklektisime Hukum Islam Dan Hukum Umum, Revisi 
(Bandung: Teraju, 2004). 209-210. 

106 Azizy. 30-32. 
107 Azizy. 3-5. 
108Muhammad Shohibul Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s 

Perspective,” Justicia Islamica 16, no. 2 (November 19, 2019): 367–94, 
https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639. 
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Sumber: diadaptasi dari keterangan di atas. 

 
Dalam prosesnya secara ontologi ketiga pengertian fikih menjadi 

materi hukum umum, adat dan etika hukumnya. Ketiganya menjadi ilmu 
hukum di Indonesia yang berada pada domain bahan baku. Kemudian 
melibatkan Fuqaha/ Akademisi, Praktisi, Legislator dalam positivisasi, 
sehingga mencapai sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif. 

 
F. Metode Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai studi pemikiran tokoh dengan 
mengangkat pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin. Melansir 
Kuntowijoyo studi tokoh bagian dari sejarah pemikiran karena 
membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada sejarah.109 
Dari segi prinsip-prinsip metodologi dan logika risetnya penelitian studi 
tokoh dengan model penelitian yang lain menurut Mustaqim identik, dan 

 

109 Ada tiga wilayah yang dimiliki Sejarah pemikiran, yakni: kajian teks, kajian konteks 
Sejarah, dan kajian teks dengan masyarakatnya. Di antara wilayah kajian teks adalah genesis 
pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan 
perubahan pemikiran, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, internal dialektis dan 
kesinambungan pemikiran. Wilayah kajian konteks adalah konteks Sejarah, konteks politik 
konteks budaya dan konteks sosial. Wilayah kajian hubungan antara teks dan konteks meliputi 
pengaruh pemikiran, deseminasi pemikiran, dan sosialisasi pemikiran. Lihat :  Kuntowijoyo, 
Metodologi Sejarah,. 189-200.  
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mempunyai signfikansi sama.110 Ma’ruf Amin berdasarkan skema yang 
diberikan Mustaqim,111 adalah tokoh yang qualified dijadikan objek penelitian 
disertasi ini. Maka, untuk memudahkan penelitian ini digunakan metode 
sebagai guide line dalam keilmuan—hukum ekonomi syariah—akan 
menerima atau menolak proposisi-proposisinya sebagai bagian dari body of 
knowledge, dalam disiplin keilmuan.112  

Penelitian dengan jenis kualitatif (qualitative research)113 dipilih dalam 
disertasi ini untuk mengungkap pengalaman pemikiran Ma’ruf Amin114 
melalui data-data kepustakaan (library) sebagai data primernya, caranya 
dengan mengumpulkan wacana yang dipublikasikan (published discorse) 
Ma’ruf Amin baik non-fisik (online) maupun secara fisik (hardcopy).115 Buku-
buku maupun artikel sebagaimana laiknya dokumen, akan diperlakukan 
sebagai produk, sebagaimana ucapan, dari sebuah sistem di mana produk itu 

 

110Di dalamnya memuat latar belakang masalah, mengapa tokoh dan pemikirannya itu 
perlu diriset, apa problem risetnya, lalu dengan metode apa dan bagaimana problem riset itu 
hendak dipecahkan, serta kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Abdul 
Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi),” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-
Qurán Dan Hadis, 15, no. 2 (July 2014). 

111Ma’ruf Amin adalah seorang tokoh dalam skema Abdul Mustaqim, layak diteliti 
karena mempunyai kriteria : 1) memiliki popularitas keilmuan dan publikasi baik media cetak, 
elektronik atau pun melalui muridnya; 2) memiliki pengaruh terhadap masyarakat, dan mereka 
terinspirasi oleh pemikirannya; 3) kontroversial dalam dalam mengeluarkan ide dan 
argumentasi yang digulirkan; 4) unik; 5) konsistensi pada bidang kajian yang digelutinya; 6) 
relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh dengan konteks kekinian. Lihat: Mustaqim. 267-269. 
Bandingkan Rahmadi Rahmadi, “METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM 
PENELITIAN AGAMA,” Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 18, no. 2 (December 30, 
2019): 274, https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215. 

112 Mohammad Anwar, “Islamic Economic Methodology,” in Research Methodology in 
Islamic Perspective, Muhammad Muqim (New Delhi: Institute of Objektive Studies, 1994). 126. 

113 Bonny Norton Peirce, “The Theory of Methodology in Qualitative Research,” 
TESOL Quarterly 29, no. 3 (1995): 569–76, https://doi.org/10.2307/3588075.; J. W. Heyink and 
TJ. Tymstra, “The Function of Qualitative Research,” Social Indicators Research 29, no. 3 (1993): 
291–305, http://www.jstor.org/stable/27522699. 

114 Jonh W. Creswell, Reseach Drsign: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 

115 Ma’ruf Amin mempunyai 10 judul buku dan 39 artikel yang di sampaikan dalam 
seminar maupun konferensi. Di antara yang saya anggap sebagai data primer sebagai berikut : 
1) Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam; 2) Fatwa dalam Sistem 
Hukum Islam; 3) Pembaruan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Pengembangan Produk 
Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu’amalat dalam Pengembangan Ekonomi 
Syari’ah; 4) Prospek Cerah Perbankan Syari’ah di Indonesia, dan 5) Makharij Fiqhiyyah: 
Penopang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Lebih jelas semua karya-karya Ma’ruf Amin lihat: 
Wapres Republik Indonesia, “Profil Biodata Wakil Presiden Republik Indonesia,” 
Https://Www.Wapresri.Go.Id/Profil-Wapres/ (blog), 2019, https://www.wapresri.go.id/profil-
wapres/. 
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didefinisikan dan dibuat makna, sebagai bagian dari rekaman perkembangan 

pemikiran masa lalu yang tidak bisa diulang lagi.116  
Dokumen tersebut bertransformasi ke dalam bentuk “teks” untuk 

dibaca dan diinterpretasi.117 Maka data akan dikumpulkan melalui studi 
dokumenter di mana peneliti sebagai instrumen. Sementara data sekunder 
menggunakan karya-karya Ma’ruf Amin yang tidak mengait langsung dengan 
bahasan ini, namun masih relevan untuk dijadikan data, di samping 
penelitian lain berupa artikel ilmiah, disertasi maupun buku-buku yang 
relevan. Kedua sumber data (primer dan sekunder) tersebut kemudian 
dilakukan dialog intens secara intertextuality (mendiskusikan teks utama 
dengan teks lainnya yang bersifat secondary text atau teks kedua).  

Demikian juga pendekatan sosio-historis dan filosofis relevan 
digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk 
mengkaji pemikiran Ma’ruf Amin atas hasil interaksinya dengan lingkungan 
sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya, karena menurut Akh. 
Minhaji118 asumsi sebagian besar ketentuan hukum ekonomi syariah 
merupakan hasil tarik menarik dan interaksi dengan kondisi di atas. Dengan 
demikian pendekatan ini penting untuk meletakkan produk pemikiran Ma’ruf 
Amin pada tempat yang proporsional, sekaligus berfungsi menelusuri sejarah 
pemikirannya, yakni adanya pengaruh faktor lingkungan sosial budaya.119 
Dengan demikian pendekatan ini juga bermaksud melihat aspek continuity 
and change pemikiran Ma’ruf Amin. Sedangkan pendekatan filosofis 
digunakan untuk melihat konstruksi nalar pembaruan yang digunakan oleh 
Ma’ruf Amin.120 

Deskriptif-analitik digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini 
dengan metode konten analisis dan hermeneutik. Analsis deskriptif 
dilakukan untuk menemukan gambaran utuh pemikirannya Ma’ruf Amin 
dengan melakukan dua tahapan pokok: pertama, melakukan interpretasi dan 
menganalisis pemikirannya pada tema-tema khusus dan kemudian berusaha 
mengenali pandangan fundamental yang mendasari apa yang menjadi pokok 

 

116 Tyrus Hillway, Introductions to Reseacrch, (Boston: Houghton Mifflin Company, 
1964). 144. 

117 Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 
(London-New Delhi: Sage Publications, 1994). 464. 

118 Minhaji, Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi Dan Implementasi,. 58;  
M. Atho’ Mudzar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Aproach, (Jakarta: 
Departemen of Religious Affairs, 2003). 

119 Lihat: M. Atho’ Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi, 
2nd ed. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). 103-125., Lihat juga, Peter Connoly, Approaches 
to The Study of Religion, (Terj.), Pendekatan Studi Agama. (Yogyakarta: LKiS., 2012). 267., Nanat 
Fatah Natsir, “Kata Sambutan”, Dalam Dedi Ismatullah. Sejarah Sosial Hukum Islam (Bandung: 
Pustaka Setia, 2014). 9-10. 

120 Natsir, “Kata Sambutan”, Dalam Dedi Ismatullah. Sejarah Sosial Hukum Islam. 9. 
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persoalanya; kedua, melakukan kerja induktif dengan mendeskripsikan 
kerangka umum yang mendasari pemikirannya. Pada tahap ini dilakukan 
interpretasi atas semua konsep dan aspek-aspek pemikiran menurut 
keselarasannya satu sama lain, sehingga dapat ditemukan benang merah dari 
pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin. 

Baik tahap pertama maupun kedua digunakan pula metode konten 
analisis dan hermeneutik. Konten Analisis digunakan untuk memperoleh 
pemahaman isi pesan yang disampaikan sumber data dan dianalisis secara 
sistematik. Sedangkan hermeneutik digunakan dalam dua aspek, yakni untuk 
memahami bagaimana memahami teks baik naṣṣ maupun pendapat fukaha 
dan untuk memahami dan menafsirkan pemikirannya sendiri. Dengan 
melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengungkap dan 
menemukan konstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin, 
dengan sendirinya menemukan konstribusi apa yang dapat diberikan untuk 
mengembangkan pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia. 
 
G. Sistematika Pembahasan 

Struktur penelitian ini disusun secara sistematis dalam tujuh bab 
utama. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menghadirkan pemahaman yang 
utuh, terstruktur, dan koheren terhadap keseluruhan hasil penelitian, baik 
dari segi konseptual, metodologis maupun analisis substansial. Setiap bab 
dirancang untuk saling melengkapi dan membentuk suatu alur pemikiran 
yang logis, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan dan 
saran. Adapun uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, menyajikan desain umum penelitian sebagai landasan 
konseptual untuk memahami keseluruhan struktur pembahasan dalam bab-
bab selanjutnya. Secara sistematis, bagian ini menguraikan beberapa 
komponen utama: latar belakang masalah yang mendasari pentingnya kajian, 
rumusan masalah yang menjadi batasan dan fokus penelitian serta tujuan 
dan kegunaan yang menjelaskan kontribusi penelitian ini baik dalam ranah 
akademik maupun praksis. Selanjutnya disajikan kajian pustaka guna 
memetakan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan studi-studi 
terdahulu serta kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis 
terhadap objek kajian. Bagian ini juga memuat metode penelitian yang 
menjelaskan langkah-langkah metodologis yang ditempuh dalam proses 
pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga menghasilkan 
kerangka berpikir yang logis dan rasional. Sebagai penutup, dipaparkan 
sistematika penulisan yang menggambarkan alur logis dari keseluruhan isi 
penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami arah dan 
struktur analisis yang dibangun dalam studi ini. 

Bab kedua, mengkaji secara mendalam berbagai diskursus mengenai 
tawaran epistemologis dalam pembaruan hukum Islam. Pembahasan dimulai 
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dengan telaah kronologis perkembangan teori hukum Islam, khususnya 
perdebatan teori uṣūl al-fiqh pada generasi awal yang kemudian 
bertransformasi menuju formulasi teori maqāṣid asy-Syarīah sebagai respons 
terhadap dinamika zaman. Selanjutnya, dianalisis kemunculan tradisi kritik 
terhadap nalar hukum Islam di era modern yang dikembangkan oleh para 
pakar epistemologi hukum Islam kontemporer. Dari wacana-wacana tersebut 
dapat diidentifikasi tiga varian utama epistemologi hukum Islam yang 
menawarkan paradigma alternatif dalam proses pembaruan hukum Islam di 
dunia Muslim. 

Pembahasan dilanjutkan dengan penelusuran historis terhadap 
perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, termasuk pemetaan 
pemikiran hukum ekonomi, respons kalangan intelektual terhadap upaya 
pembaruannya, serta dinamika pelembagaannya. Sebagai penutup, dibahas 
proses domestikasi hukum Islam ke dalam tiga hierarki sistem hukum 
nasional: pemikiran individual, kolektif (fatwa) dan legislasi. Pembahasan ini 
menjadi fondasi penting untuk memetakan kerangka epistemologis dari 
pemikiran Ma’ruf Amin, khususnya dalam konteks konstruksi hukum 
ekonomi syariah di Indonesia. Bab ini juga berfungsi sebagai titik tolak untuk 
memahami bagaimana kerangka dasar pemikiran beliau berkelindan dengan 
dinamika epistemologi hukum Islam kontemporer. 

Bab ketiga mengkaji pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin 
dalam konteks dinamika wacana intelektual Islam di Indonesia. Pembahasan 
diawali dengan penyajian sketsa biografis intelektual yang merekam jejak 
pemikiran dan kontribusi karya-karyanya dalam merumuskan pembaruan 
hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, dianalisis bagaimana pemikiran Ma’ruf 
Amin berkembang dalam konteks perjumpaan dua jaringan ide: tradisi 
keulamaan klasik dan tuntutan transformasi modernitas yang secara 
sosiologis turut membentuk arah dan substansi pembaruan yang ia gagas. 
Analisis dilanjutkan dengan identifikasi motif-motif yang melandasi arah 
pembaruan tersebut, serta elaborasi terhadap kepentingan normatif dan 
praksis yang ingin dicapai melalui penguatan hukum ekonomi syariah. Bab 
ini juga menguraikan respon Ma’ruf Amin terhadap dinamika tradisi, 
globalisasi, dan modernisasi, yang mengantarkannya pada pengembangan 
paradigma pembaruan yang khas. Melalui pembahasan ini, penelitian ini 
berupaya menelusuri genealogi pemikiran Ma’ruf Amin serta menjelaskan 
bagaimana lingkungan sosial-politik dan jaringan intelektual yang 
melingkupinya turut menentukan bentuk dan arah pengetahuannya, 
khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah. 

Bab keempat, mengeksplorasi substansi pemikiran hukum ekonomi 
syariah Ma’ruf Amin beserta gagasan-gagasan pembaruannya. Pembahasan 
diawali dengan telaah terhadap modernisasi hukum ekonomi syariah di 
Indonesia yang mencakup bagaimana Ma’ruf Amin mereformulasi konsep 
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fikih muamalah pramodern menjadi lebih relevan dengan kebutuhan 
kontemporer. Fokus berikutnya adalah pengembangan hukum kontrak, 
khususnya pandangannya mengenai akad, baik dalam perspektif klasik 
maupun dalam kerangka hukum kontrak modern di mana ia menunjukkan 
upaya melampaui pendekatan tradisionalistik. Selanjutnya dianalisis sejumlah 
pemikiran kontroversial Ma’ruf Amin dalam konteks hukum ekonomi syariah 
serta kontribusinya terhadap proses pelembagaan hukum tersebut di 
Indonesia. Di sini, diulas pula pandangannya mengenai implementasi akad 
dalam system lembaga ekonomi syariah serta upayanya dalam 
mengontekstualisasikan hukum Islam di tengah sistem ekonomi kapitalistik 
yang dapat disebut sebagai proses “syariatisasi kapitalisme.” 

Bab ini juga membahas objektivikasi pemikiran Ma’ruf Amin yang 
tercermin dalam gagasannya tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI), 
yang menjadi pembeda dari pemikir lainnya karena pendekatannya yang 
interpretatif dan ekstensif. Di samping itu, dikaji pula peran legislasi sebagai 
instrumen penguatan hukum ekonomi syariah serta pendekatannya dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan pembahasan tersebut, bab 
ini bertujuan untuk memetakan kerangka pemikiran dan corak pembaruan 
hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin secara komprehensif, sekaligus 
menegaskan kontribusinya dalam mendorong transformasi hukum Islam di 
Indonesia dalam bidang ekonomi. 

Bab kelima, mengeksplorasi bagaimana konstruksi metodologi 
pembaruan hukum ekonomi syariah yang dikembangkan oleh Ma’ruf Amin. 
Bagian ini berfungsi sebagai basis epistemik dan metodologis dalam upaya 
pembaruan hukum ekonomi syariah yang ia gagas. Pembahasan diawali 
dengan uraian mengenai interasi antara hukum dan moral, yang menjadi 
aspek prinsip filosofis fundamental dalam praktik hukum ekonomi syariah. 
Pendekatan ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip ideal dan nilai-nilai 
moral dasar yang menjadi landasan etis bagi hukum ekonomi syariah 
menurut Ma’ruf Amin. 

Selanjutnya, kajian akan mengeksplorasi dimensi kritik metodologis 
yang dikemukakan oleh Ma’ruf Amin serta metodologi penemuan hukum 
yang ia terapkan dalam pembaruan hukum tersebut. Analisis ini bertujuan 
untuk memahami pola nalar hukum ekonomi syariah yang dikembangkan 
dan bagaimana pola tersebut berinteraksi dengan epistemologi hukum Islam 
klasik, sehingga dapat dipetakan posisi epistemologis pemikiran Ma’ruf Amin 
di antara diskursus pemikiran klasik dan modern. 

Selain itu, akan dianalisis pula langkah-langkah taktis-metodologis 
yang disebutnya dengan istilah “Makhārij Fiqhiyyah” sebuah konsep yang 
menunjukkan inovasi metodologis dalam pemikiran Ma’ruf Amin. Kajian ini 
juga mencakup penerapan ijtihad maqāṣidī serta tawaran pendekatan 
“Maqāṣid Sosial-Kontekstual” yang merupakan bagian penting dalam 
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menemukan model pembaruan hukum Islam kontemporer. Pemahaman 
mendalam terhadap aspek-aspek metodologis tersebut akan menjadi 
landasan bagi eksplorasi selanjutnya dalam bab berikutnya. 

Bab keenam, mengkaji secara mendalam dan kritis pemikiran Ma’ruf 
Amin dalam konteks penggunaan metodologi penemuan hukum Islam, 
khususnya dalam ranah pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia. 
Analisis ini meliputi beberapa aspek penting, yakni karakteristik utama atau 
corak pemikiran Ma’ruf Amin yang mencerminkan orientasi intelektual dan 
epistemologisnya. Selain itu, akan dikaji dinamika continuity and change 
dalam pemikirannya, yang merefleksikan bagaimana Ma’ruf Amin 
menyeimbangkan tradisi dan inovasi dalam pengembangan hukum ekonomi 
syariah. Selanjutnya akan dipaparkan tipologi pembaruan yang diusung oleh 
Ma’ruf Amin dengan mengidentifikasi model-model pembaruan hukum yang 
diadaptasi atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Di 
samping itu, analisis ini juga akan menelaah kritik-kritik substantif terhadap 
pemikirannya, baik dari segi metodologi, substansi maupun implikasi praktis 
yang memberikan ruang reflektif untuk penyempurnaan pemikiran tersebut. 

Salah satu fokus penting dalam pembahasan ini adalah tawaran yang 
penulis usulkan yakni model paradigma “ultra-doctrinal-method” sebagai 
inovasi metodologis dalam proses penemuan hukum Islam. Paradigma ini 
diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara doktrinisme tradisional 
dan kebutuhan responsif terhadap konteks sosial-ekonomi modern. Bab ini 
akan ditutup dengan pembahasan mendalam mengenai implikasi pemikiran 
Ma’ruf Amin terhadap proses positivisasi hukum ekonomi syariah di 
Indonesia, khususnya bagaimana konsep-konsep dan metodologinya 
berkontribusi dalam pembentukan regulasi hukum yang lebih adaptif, 
relevan, dan berdaya guna dalam konteks nasional. Dengan demikian, kajian 
ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga menunjukkan 
relevansi praktis pemikiran Ma’ruf Amin dalam pengembangan hukum 
ekonomi syariah di Indonesia. 

Bab ketujuh atau terakhir ini merangkum hasil penelitian dengan 
menyajikan simpulan yang integratif dan sistematis terkait kontribusi 
pemikiran Ma’ruf Amin dalam pembaruan hukum ekonomi syariah di 
Indonesia. Selain menegaskan temuan utama, bab ini juga menyajikan 
rekomendasi konstruktif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan 
untuk mendorong pengembangan metodologi dan praktik pembaruan 
hukum ekonomi syariah yang lebih responsif. Penutup ini sekaligus 
membuka ruang bagi penelitian lanjutan guna memperdalam kajian dan 
memperkuat sistem hukum ekonomi syariah di masa depan. 



 

 

BAB VII 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan berbagai eksposisi dan analisis mendalam yang telah 

diuraikan secara sistematis pada bab-bab sebelumnya, penulis kemudian 
merumuskan secara ringkas dan terstruktur sejumlah temuan utama. 
Temuan-temuan ini menjadi jawaban komprehensif atas pertanyaan-
pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bab pendahuluan. Dengan 
demikian, penarikan simpulan ini tidak hanya merefleksikan temuan empiris, 
tetapi juga mengintegrasikan aspek teoretis dan metodologis yang menjadi 
landasan penelitian ini. 

Pertama, pembaruan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin 
muncul dipengaruhi dan sekaligus tidak bebas motif dan kepentingan. 
Pemikrannya muncul memiliki persambungan erat dengan praksis sosial baik 
secara makro maupun mikro. Secara makro posisinya di tengah-tengah 
jaringan pemikiran tradisionalis NU dengan spirit sakralitas bermazhab qaulī 
begitu kuat, dan liberasi pemikiran keagamaan yang dinamis, sementara 
secara mikro posisinya di lembaga fatwa hukum Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) diapit di tengah  dominasi mainstream pemikiran konservatisme. 
Keduanya turut mempengaruhi ide dan produksi gagasannya. 

Tawaran pembaruan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf 
Amin tidak saja mentransmisikan kepentingan doktrin ortodoksi fikih, lebih 
dari itu justru memperlihatkan dinamisasi hukum ekonomi syariah sebagai 
motif ilmiah menjadikannya sebagai aktor kunci dalam mendefinisikan 
ekonomi syariah di Indonesia. Di samping itu terselip motif inter personal 
untuk memainkan peran konsolidatif kekuasaannya dalam berbagai lembaga 
yang ada. Melalui wacana pembaruannya berkepentingan melawan 
kapitalisme, memberikan alternasi ekonomi yang berbasis nilai syariah.  

Kedua, isu-isu modernitas pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf 
Amin cenderung melirik pada kemajuan modern yang dicapai oleh dunia 
Barat dan negara-negara Muslim yang mempraktikkan ekonomi syariah 
sebagai model yang perlu diadaptasi secara selektif. Ia memulai 
pembaruannya secara teoretis dengan redefinisi konsep fikih muamalah 
sebagaimana pengertian klasik menjadi hukum ekonomi syariah yang lebih 
modern di mana tidak ditemukan padanan dalam lembaran kitab fikih turāṡ. 
Pemikirannya tentang hukum kontrak modern mengambil bentuk paradigma 
substansialisme di atas bentuk (substance over form) verbalisme ucapan para 
pihak dalam bertransaksi sebagai bentuk keabsahan berkontrak. Dari sini dia 
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mengembangkan jangkauan lebih kongkrit tentang bentuk kontrak yang 
dilakukan. 

Secara kritis dan tajam, ia merancang agenda pembaruannya untuk 
merekonstruksi struktur pemikiran fikih muamalah legacy generasi fikih 
pramodern sebagai sistem yang dinamis. Ia mengembangkan penafsiran baru 
dalam bidang hukum ekonomi syariah, mengevaluasi postulat-postulat klasik 
dan rintangan diskursif yang membuat daftar panjang stipulasi negatif 
tentang apa yang tidak boleh dilakukan atau dipikirkan (dogma). Oleh sebab 
itu ia menggeser praktik hukum ekonomi pramodern yang menjalankan 
transaksi secara individual menjadi praktik ekonomi secara kelembagaan 
modern yang berbasis bangunan peradaban teknologi di mana prinsip-
prinsip fikih dikontekstualisasikan melalui intervensi negara, otoritas 
keuangan dan perangkat hukum nasional.  

Pemikirannya menunjukkan responsi-kritis-inovatif terhadap 
modernitas ekonomi tidak jarang menimbulkan jejak kontroversi, terlihat 
dalam substansi pemikirannya tentang bunga uang, akad murābaḥah dalam 
sistem perbankan syariah, kebolehan asuransi syariah dengan akad tijāriah 
(komersil), jual beli emas dengan sistem cicil. Kendati demikian pemikiran 
semacam ini merupakan lompatan jauh dari pemikiran fikih turāṡ. 
Pemikirannya ini juga menunjukkan komitmennya untuk keluar dari nalar 
imitatif dan dalam batas-batas tertentu melampaui tradisonalisme dengan 
kecenderung kontekstual.  

Ketiga, Keluar dari cengkeraman nalar imitatif mazhab merupakan 
tantangan epistemologis yang kompleks khususnya dalam dimensi 
metodologi penemuan hukum (istinbāṭ al-aḥkam). Kompleksitas ini semakin 
terasa ketika harus bergulat tidak hanya dengan otoritas tradisi klasik, tetapi 
juga dengan tuntutan kontekstualisasi hukum Islam di tengah perubahan 
sosial modern. Dalam konteks ini, Ma’ruf Amin menunjukkan upaya yang 
signifikan dalam mengembangkan pendekatan metodologis yang bersifat 
integratif namun tetap berakar pada tradisi usul fikih pramodern. 

Konstruksi metodologis pemikiran hukum Ma’ruf Amin dapat 
dipetakan ke dalam dua poros utama: pertama, pendekatan usul fikih klasik 
yang menjadi basis normatif dalam bangunan metodologi istinbāṭ-nya. 
Pendekatan ini secara khusus menekankan pada penggunaan kaidah-kaidah 
kebahasaan (maxim linguistik) sebagai instrumen utama dalam perumusan 
hukum; kedua, pendekatan filsafat hukum Islam atau maqāṣid asy-Syarīah 
yang berperan sebagai kerangka epistemologis pendukung dalam 
memperkuat justifikasi normatif dari produk hukum yang dihasilkan. 

Kendati demikian, dominasi pendekatan usul fikih lebih menonjol 
dalam struktur metodologi Ma’ruf Amin, terutama dalam konteks bagaimana 
ia mengekstraksi dan mereformulasi metodologi warisan skolastikisme Islam. 
Reformulasi ini diwujudkan dalam konsep yang penulis sebut dengan istilah 
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“ijtihad makhāriji” yakni mekanisme pencarian solusi hukum berbasis pada 
pemanfaatan tradisi pemikiran usul secara kreatif dan kontekstual. Konsep 
ini dijalankan melalui empat pilar teoritik yaitu: at-taysīr al-manhajī, tafrīq 
ḥalāl ‘an ḥarām, i’ādat an-naẓar  dan revitalisasi taḥqīq al-manāṭ. Empat teori 
ini dalam pandangan penulis, masih berada dalam kerangka intra-doctrinal 
method—yakni metode yang bekerja dalam batas-batas doktrin usul fikih 
yang telah mapan. 

Sementara itu, filsafat hukum atau maqāṣid asy-Syarīah dalam 
metodologi Ma’ruf Amin cenderung berperan sebagai extra-doctrinal method, 
yaitu pendekatan yang bekerja di luar batas dogmatik tradisional, namun 
tidak serta-merta menjadi pusat dalam mekanisme istinbāṭ. Filsafat hukum di 
sini tidak membentuk struktur penemuan hukum secara otonom, melainkan 
lebih sebagai konfirmasi etis dan teleologis terhadap pilihan-pilihan normatif 
yang telah diformulasikan melalui kaidah-kaidah linguistik dan kausalitas 
hukum dalam kerangka usul fikih. Dengan demikian, metodologi hukum 
Ma’ruf Amin mencerminkan sebuah sintesis yang menarik antara 
konservatisme metodologis dan upaya inovatif, di mana pembaruan tidak 
dilakukan dengan menggugat fondasi doktrinal, tetapi dengan merekayasa 
ulang perangkat metodologis internal dalam tradisi usul fikih. Pendekatan ini 
memperlihatkan karakter khas dari pembaruan hukum Islam Ma’ruf Amin 
yang bersifat adaptif, namun tetap mengedepankan legitimasi turāṡ. Kendati 
demikian ia belum mencapai batas epistemic expansion (al-basṭ al-ma’rifī) 
secara menyeluruh, karena terlalu berhati-hati menjaga kontraksi epistemik 
(al-qabḍ al-ma’rifī) demi legitimasi keagamaan dari warisan tradisi, sehingga 
pengembangan metododologi pembaruannya tidak lebih dalam batas quasi-
expansion.   

Keempat, pemikiran Ma’ruf Amin berimplikasi pada positivikasi 
hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, dengan mereposisi peran 
ulama tidak hanya mengurusi agama an sich, namun juga sosial dan 
kenegaraan yang menghasilkan fatwa sebagai hukum materiil; kedua 
harmonisasi hukum agama dan negara; ketiga ijtihad kolektif (konsensus 
nasional), kesepakatan melalui organisasi maupun lembaga legislatif. Posisi 
strategisnya sebagai pimpinan Ormas Islam NU-MUI secra praksis 
memberikan pengaruh signifikan dalam proses perumusan undang-undang 
melalui peran “siyāsah syariyyah” dengan negosiasi kebijakan terkait undang-
undang.  

Berdasarkan eksplorasi temuan-temuan di atas, penulis 
menyimpulkan bahwa Ma’ruf Amin dapat dikategorikan sebagai pembaru 
dalam dengan tipologi “reformistik-tradisional”. Ia merupakan tokoh yang 
melakukan transformasi nyata dalam praksis hukum, dengan tetap 
mempertahankan kontinuitas identitas metodologi hukum Islam klasik 
(turāṡ), sekaligus membuka ruang dialog kritis dengan modernitas. 



 

Akmal Bashori    259 

Pendekatan ini dilakukan melalui reinterpretasi nilai-nilai fikih, yang 
kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan realitas kontemporer.  

 
B. Novelty: Kebaruan Kajian dan Tawaran Pengembangan 

Kajian ini menghadirkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam 
diskursus hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui dua aspek utama 
kebaruan: Pertama, metodologi yang digunakan mengintegrasikan secara 
terpadu antara teori-teori sosial modern dengan epistemologi hukum Islam 
klasik, khususnya dalam bidang usul fikih dan maqāṣid asy-Syarīah. Integrasi 
ini menghasilkan kerangka analisis yang mampu menjembatani antara norma 
keagamaan dan dinamika realitas sosial kontemporer. Selama ini, studi-studi 
tentang hukum ekonomi syariah umumnya bersifat normatif-dogmatis atau 
historis-deskriptif tanpa membangun dialog kritis antara warisan epistemik 
Islam dengan perkembangan teori sosial mutakhir. Maka, kajian ini 
menawarkan dimensi analisis baru yang bersifat interdisipliner dan reflektif. 

Kedua, kajian ini menyusun dan menerapkan suatu kerangka 
konseptual (conceptual framework) yang sistematis dalam memetakan dan 
menganalisis konstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah Ma’ruf Amin. 
Kerangka ini tidak hanya membaca pemikiran Ma’ruf dari aspek tekstual an 
sich, melainkan juga memetakan posisinya dalam konstelasi pemikiran 
hukum Islam kontemporer, baik dalam relasi dengan mazhab tradisionalis 
(qaulī), pendekatan makhārijī maupun maqāṣidī dalam realitas modern. 
Dengan kerangka ini, pemikiran Ma’ruf Amin tidak hanya dilihat sebagai 
produk keulamaan individual, tetapi juga sebagai artikulasi dari dinamika 
sosial-politik dan relasi kuasa di tingkat kelembagaan dan negara. 

Kedua aspek kebaruan ini menjadikan penelitian ini sebagai usaha 
awal dalam menawarkan metode alternasi paradigma ultra-doctrinal method 
dan maqāṣid sosio-kontekstual dalam studi hukum Islam. Pertama, tawaran 
paradigma ultra-doctrinal-method sebagai alternatif paradigma yang tetap 
menghargai warisan skolastik tetapi melampauinya melalui sintesis kritis 
dengan teori sosial kontemporer, plus teknologi guna membangun wacana 
hukum Islam yang kontekstual, transformatif dan aplikatif. Paradigma ini 
menemukan momentum yang tepat di era globalisasi teknologi industri 4.0. 
ke depan kajian seperti ini perlu dikembangkan secara serius. Kedua, tawaran 
akan perlunya formulasi “maqāṣid sosio-kontekstual”, sebuah rumusan 
maqāṣid yang lebih memprioritaskan kemaslahatan sosial sebagai aspek 
ḍarūrīyyat, dari pada individual, karena disadari rumusan masa lalu lebih 
berorientasi pada subjek hukum individual. Maqāṣid ini berorientasi pada 
kepentingan sosial ekonomi pembangunan komunitas (comunity development).  
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C. Saran 
Berdasarkan penelitian dalam disertasi ini, penulis menyarankan 

beberapa hal: 
1. Integrasi Ilmu Keislaman dengan Ilmu Sosial dan Teknologi. 

Penelitian di bidang ilmu-ilmu keagamaan, khususnya hukum ekonomi 
syariah, perlu mengadopsi pendekatan interdisipliner yang melibatkan 
ilmu-ilmu sosial dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya 
pengetahuan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika 
zaman, sekaligus membuka ruang inovasi dalam formulasi hukum Islam 
kontemporer. 

2. Perluasan Kajian Pemikiran Tokoh. Studi tentang pemikiran tokoh 
dalam bidang hukum ekonomi syariah masih tergolong terbatas. 
Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam pemikiran K.H. Ma’ruf 
Amin sebagai salah satu aktor sentral dalam pengembangan hukum 
ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk memperluas cakupan dengan mengkaji tokoh-tokoh 
lain guna memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam secara lebih 
beragam dan kontekstual. 

3. Pengembangan Konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) 
Konsep “ABEI” yang digagas oleh Ma’ruf Amin perlu dikembangkan 
lebih lanjut agar tidak sekadar menjadi jargon politik, tetapi menjadi 
kerangka kebijakan publik yang memiliki landasan teoretis kuat. 
Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendekatan maqāṣid sosio-
kontekstual, sehingga gagasan tersebut memperoleh legitimasi baik 
secara normatif maupun praksis. 

4. Penguatan Aspek Epistemologis dalam Pemikiran Ma’ruf Amin. 
Pemikiran Ma’ruf Amin menunjukkan dominasi aspek formal (objek 
forma) dibandingkan aspek material (objek materia). Objek forma yang 
dimaksud merujuk pada kerangka metodologis usul fikih, yang dalam 
konteks pemikiran Ma’ruf Amin terumuskan dalam istilah “makhārij 
fiqhiyyah” yang terdiri dari empat pendekatan. Salah satu pendekatan, 
yakni “tafrīq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām,” cenderung bersifat preventif melalui 
metode sadd al-żarā’i. Namun demikian, pendekatan yang paling 
potensial untuk dikembangkan dalam studi lanjutan adalah kerangka 
maqāṣid asy-Syarī’ah. Dalam hal ini, Ma’ruf Amin telah merumuskan 
relasi antara naṣṣ dan maslaḥah secara proporsional, sekaligus 
menetapkan batasan-batasan epistemologis yang dapat dijadikan 
fondasi bagi konstruksi hukum Islam yang responsif terhadap tantangan 
modernitas. 
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